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ABSTRAKSI

Singapura melakukan reklamasi pantai sejak tah62.1Reklamasi pantai
tersebut dilakukan karena luas wilayah daratannyagy sempit, untuk
mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbaagonomi dan bisnis.
Reklamasi pantai yang dilakukan di hampir selurutayah pantai Singapura
telah berhasil memeprluas wilayah daratannya. Bdda waktu merdeka luas
Singapura hanya 581 Kmpada tahun 2000 luas wilayah daratannya telah
mencapai 766 kf

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersddeutdampak pada
penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reldantersebut dapat
menyebabkan batas maritim Indonesia-Singapura bergk&e arah selatan.
Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkaardna batas maritim kedua
negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkai8iggapura menggunakan
titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasidgéam penentuan batas maritim
tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengadp tgdath ditetapkan secada
jure tidak akan bergeser karena perjanjian tentangsbagara bersifat final dan
tidak dapat dirubah.

Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseras iatatim Indonesia-
Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Sing&aoena luas wilayah dan
kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebadikmngklamasi pantai Singapura
membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah ira@radan kedaulatan

teritorialnya berkurang.
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. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Perbatasan wilayah negara merupakan manifestasnautedaulatan
wilayah suatu negaraKetidakjelasan batas-batas negara harus dihikaagna
akan berimplikasi pada kedaulatan negara dan jubarfgan antar negara. Pada
kenyataannya, masih banyak negara-negara yang amaqgjlpermasalahan batas
negara. Permasalahan ini juga telah lama mengdidmnjalan dalam hubungan
Indonesia-Singapura dan sampai sekarang belunietsaean.

Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sghibatas kedua negara
tersebut berupa batas maritim. Permasalahan baasnmantara Indonesia dan
Singapura timbul karena adany@mpang tindih klaim yang diajukan kedua
negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan damakea serta integritas
Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indomesi@etapkan lebar laut
teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangk&ttetapan lebar laut teritorial
ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikelaarpada tanggal 13 Desember
1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupa&arald jajahan Inggris,
dalam menetapkan lebar laut teritorialnya menirtafpean penetapan lebar laut
teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori CornslidTeori Cornelius menetapkan
lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkausa-rata tembakan meriam
yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetdplaar laut teritorialnya sejauh
3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1960mpang tindih klaim lebar
laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapterjadi karena lebar laut
yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 milgdais pangkal masing-

masing negara.

' N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K WikantikReconstruction of Maritime Boundary between
Indonesia and Singaporehttp://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts Q%hanifa_etal.pdf
diakses tanggal 18 maret 2005
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Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia danaing, memiliki
posisi yang strategis karena berada pada jaluragardyan dunia. Kawasan ini
merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapagl lgavat dan singgah,
sehingga negara manapun yang menguasai kawasaergkonomiannya akan
dapat berkembang dengan pesat. Potensi yanghdik@ivasan perairan inilah
yang mendorong Indonesia maupun Singapura untukp@aeamnankan klaim yang
mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketatdra kedua negara.

Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapuragakdratkan tidak
jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua ne§efzagai negara yang
memiliki kedekatan letak geografis dan untuk meajdgubungan bilateral
mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahamenjadi konflik
terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyedesadagketa ini dengan cara
damai, yaitu melalui perundingan bilateral. Padauma 1973, Indonesia dan
Singapura untuk pertama kalinya mengadakan pergadinbilateral untuk
menyelesaikan persoalan batas maritim tersebuerfgsn batas maritim antara
Indonesia dan Singapura terbagi dalam tiga bagaity bagian timur, tengah dan
barat. Perundingan yang dilakukan pada tahun 19%3 hanya berhasil
menetapkan batas maritim Indonesia-Singapura bagiagah saja, dengan Pulau
Nipah sebagamedian linenya. Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan i
pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura baruifikesmya pada 29
Agustus 1974

Dalam perundingan tersebut, Indonesia dan Singgpgeasepakat akan
mengadakan perundingan lanjutan untuk menyelesdiedas maritim kedua
negara bagian timur dan barat. Namun setelah pewgeml tahun 1973 tersebut,
perundingan bilateral untuk menetapkan batas lagtaln timur dan barat tidak
segera diselenggarakan. Hal ini dikarenakan pemaéri®ingapura selalu saja
menghindar bila diajak berunding masalah ini, sgkan Indonesia tidak
memiliki bargaining position yang cukup kuat untuk mengajak Singapura

kembali berunding masalah batas maritim tersebkibainya, permasalahan

% |bid
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batas maritim ini tidak segera terselesaikan damjade batu kerikil dalam
hubungan kedua negara.

Belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapurdahte lama
dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayahatdanya. Perluasan
wilayah daratan Singapura yang dilakukan sejakrtadan dikarenakan luas
wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipakembangan penduduk
serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Perluasdayati daratan Singapura
tersebut dilakukan dengan cara mereklamasi parmtaiBghan yang digunakan
untuk reklamasi pantai Singapura adalah tanah lo#it-bukit yang diratakan
dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dargae Jepang, Amerika Serikat,
Australia, Malaysia dan Indonesia.

Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyelamedi pantai yang
dilakukan Singapura sebagai suatu ancaman, tetlpigai peluang bisnis yang
dapat membantu menyokong perekonomian Indonesengd@h demikian,
Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasirSmgapura. Pasir laut yang
diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Ke@ard Riau dan Propinsi
Bangka Belitung. Pada tahun 2002, Indonesia mutigkhawatirkan reklamasi
pantai untuk perluasan daratan Singapura tersddamt menggeser batas maritim
kedua negara. Oleh karena itu, pada bulan Feb20&2 pemerintah Indonesia
melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikamgkeannya untuk
menyelesaikan batas maritim kedua nedara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingimgkegi lebih jauh
mengenai :

Dampak Reklamasi Pantai Singapura
Terhadap Batas Maritim

Indonesia-Singapura

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan
Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan kerangka pembBahayang spesifik

dan terbatas. Pembatasan terhadap ruang lingkupgbtesan bertujuan untuk

® Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002 : Bukal. 9
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mencegah berkembangnya masalah agar tidak sema&kiragndan menyimpang
dari pokok permasalahan. Bagi penulis pembatasasalata akan menjadi
pedoman kerja, sedangkan bagi pembaca berfungagaepencegah terjadinya
salah pengertian dan kekaburan wilayah permasalahan

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menetapkamgrdingkup
pembahasan ini dalam dua hal, yaitu :

1. Batasan Materi : mencakup ruang lingkup wilayah dgejala-gejala yang
muncul dari permasalahan. Tulisan ini memfokuskajelomateri tentang
reklamasi pantai Singapura, dampaknya bagi batagtimmandonesia-
Singapura, yang telah ditentukan maupun belum tdikam maupun
dampaknya bagi kedua negara ditinjau dari sudkuitm internasional.

2. Batasan waktu : hal ini dimaksudkan agar dalanmaggtenelitian ilmiah
ada pembatasan masa berlaku dan materi yang dilBdramsarkan data-
data yang dihimpun penulis, pembahasan ini memiiktang waktu yaitu
antara tahun 1990 pada saat kegiatan reklamasi@@inggapura semakin

meningkat, sampai dengan Desember 2005.

1.3Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu gsEmarya ilmiah,
karena perumusan masalah akan membantu kita un@mlerangkan masalah
sehingga tujuan penulisan akan dapat tercapaitseyper yang diharapkan. The
Liang Gié' memberikan pengertian permasalahan sebagai berikut

“masalah adalah kejadian atau keadaan yang merkarbul
pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya tikiak puas
dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin meatgehya

dengan lebih mendalam, masalah berhubungan dergan i
masalah menimbulkan soal yang harus diterangkahn ieu.

llImu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana agan
sebabnya?”

* The Liang Gi, 1984limu Politik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal. 49
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Dari pengertian tersebut dapat dilihat hubungamsataé dengan ilmu. Suatu
penelitian ilmiah berangkat dari problematika yangncul dalam benak kita
dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerjakean.

Singapura yang wilayah daratannya sempit menydmeil arti penting
wilayah daratan untuknya, bahkan Singapura meltiktyah daratan sebagai
salah satu kepentingan nasional yang utama. Négiasadah sejak tahun 1960-
an memiliki rencana jangka panjang atas wilayatatdanya. Oleh karena itu,
Singapura memutuskan untuk mereklamasi pantairgé sehun 60-an.

Reklamasi pantai, yang telah berhasil memperludgsyah daratan
Singapura, dirasakan Indonesia sebagai ancamaadsgyhbatas maritim kedua
negara. Indonesia mengkhawatirkan batas maritim&eegara akan bergeser ke
arah selatan, yang artinya akan mengurangi wilperairan Indonesia. Hal ini
dikarenakan perluasan wilayah tersebut telah merbjetn hilangnya titik-titik
pangkal Singapura yang lama, sehingga Singapurat gagnggunakan titik-titik
pangkal baru hasil reklamasi dalam penyelesaiamsbabaritim Indonesia-
Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 11, Simgaguga dapat
menggunakan instalasi pelabuhan permanen yang glibaga sebagai titik
pangkal dalam pengukuran batas maritimnya. Hal semakin memperkuat
kekhawatiran Indonesia akan terjadinya pergese@asbmaritim Indonesia-
Singapura ke arah selatan bila Singapura mengguontitiectitik pangkal baru
dalam penyelesaian batas maritim kedua negara.

Berdasarkan paparan di atas maka timbul pertanyaag dirumuskan
penulis, yaitu :

Bagaimana dampak reklamasi pantai Singapura

terhadap batas maritim Indonesia-Singapura ?

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran
Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan teomgat diperlukan
sebagai tolak ukur untuk menguji kondisi variabelndgejala yang ada

berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolah@n Walaupun penulis
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tidak menggunakan teori tertentu, tetapi penulisnggenakan konsep yang
berhubungan dengan objek kajian yang penulis sitingga dapat mendukung
hipotesa awal. Menurut Mohtar Mas’Ge#onsep adalah abstraksi yang mewakili
suatu obyek, sifat suatu obyek, atau fenomena ntertserta simbol yang
memungkinkan komunikasi. Konsep berfungsi untuk mperenalkan suatu cara
mengamati fenomena empiris, dan juga berfungsi geebaarana untuk
mengorganisasi gagasan, persepsi, dan simbol.

Untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentirgaisama dalam
masyarakat internasional diperlukan suatu tertikuhu yang mengikat secara
koordinatif. Tertib hukum tersebut biasa disebubgé hukum internasional.
Menurut J.G StarKe hukum internasional adalah keseluruhan hukung yamuk
sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dand#&hikaidah perilaku yang
terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikak unenaati, dan karenanya,
benar-benar ditaati secara umum dalam hubungamlgabumereka satu sama
lain, dan yang meliputi juga :

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfuygsilembaga-
lembaga atau organisasi-organisasi internasionddurtigan mereka satu
sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-ndgarandividu-
individu ; dan

b. Kaidah-kaiadah hukum tertentu yang berkaiatan deivggividu-individu
dan badan-badan non negara sejauh hak-hak danik@wapdividu dan
badan non negara tersebut penting bagi masyargkanasional.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadjaukum internasional adalah
keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubwatganpersoalan melintasi
batas negara, baik antara negara dengan negaraumaagara dengan subyek

hukum lain lain bukan negara atau subyek hukum mulegara satu sama lain.

® Mohtar Mas'oed, 1990llmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodglo Jakarta:

LP3ES. hal. 109

® J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Bfajadja,S.H., 2001Pengantar Hukum
Internasional | Edisi Kesepululakarta : Sinar Grafika. 2001. hal.3

” Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 20@8ngantar Hukum Internasional Edisi II.
Jakarta : PT Alumni. Jakarta. hal. 4
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Subyek hukum internasional adalah negara, tahta ®alang Merah
Internasional, organisasi internasional, individaupun pemberontak dan pihak
dalam sengketa. Sedangkan yang menjadi sumber hiktemmasional adalah
perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasan iagomal, prinsip hukum umum,
sumber hukum tambahan serta keputusan badan peafsary organisasi dan
lembaga internasional. Tata urutan sumber-sumbeerial yang digunakan
untuk menentukan hukum mana yang digunakan untukghaglapi suatu
permasalahan menurut Statuta Internasional Courldustice pasal 38 ayat 1
adalah : perjanjian internasional, kebiasaan iaamal, prinsip hukum umum,
keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hulseghagai alat tambahan bagi
penetapan kaidah hukum.

Berdasarkan pada objek kajian yang penulis telitiaka penulis
menggunakan konsep perjanjian internasional sebagai sumber hukum
internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmagdjzerjanjian internasional adalah
perjanjian yang diadakan antara anggota masyabakefsa-bangsa dan bertujuan
untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Daraan tersebut jelaslah bahwa
untuk dapat dinamakan perjanjian internasionajap@an itu harus diadakan oleh
subyek hukum internasional yang menjadi anggotayarakat interanasional.
Bentuk-bentuk perjanjian internasional sendiri i traktat, konvensi,
protokol, perjanjian, persetujuan, proses verliatuta, deklarasinodus vivendi
pertukaran notdinal actdangeneral act

Perjanjian internasional dari segi jumlah neganagykut serta mengikat
perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian bda@an perjanjian multilateral.
Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diada@keh dua buah negara untuk
mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedanglejanpan multilateral
adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak nedara sebagian dibawah
pengawasan organisasi internasichal.

Dari segi strukturnya, perjanjian internasional ediakan menjadi dua

yaitu law making treaty dan treaty contract Law making treatymerupakan

8 Ibid, hal. 117
° Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., 200Rlukum Internasional 2bandung : PT Refika
Aditama. hal. 127
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perjanjian internasional yang mengandung kaedabataehukum yang dapat
berlaku secara universal bagi anggota-anggota ma&ta internasional,
walaupun negara tersebut tidak turut serta menandaninya. Oleh karena itu,
law making treatydikategorikan sebagai perjanjian internasionalgylaarsumber
langsung pada hukum internasional. Sedangfeaty contractadalah perjanjian
seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan
hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadpéganjian tersebdt.

Secara umum, pembuatan perjanjian internasionabluietiga tahap.
Pertama yaitu tahap perundingan dimana negaraaed@n membicarakan dan
memecahkan masalah-masalah yang timbul di antaraekme Setelah
perundingan berakhir, maka teks perjanjian yanghtelisetujui ditandatangani
oleh wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh naeggea. Tahap terakhir yaitu
ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau pataguterhadap perjanjian yang
telah ditandatangani. Terdapat tiga sistem memuoanta ratifikasi dilakukan yaitu
ratifikasi yang hanya dilakukan oleh badan eksékuitifikasi yang dilakukan
oleh badan legislatif dan sistem dimana ratifikaesijanjian dilakukan bersama-
sama oleh badan legislatif dan eksekdtif.

Perjanjian dapat diakhiri oleh hukum atau tindakiadakan negara-
negara peserta. Berakhirnya perjanjian karena huktjadi apabila®?

a. Hilangnya salah satu peserta pada sebuah perjahjateral atau
keseluruhan pokok persoalan dari suatu perjanjipatd membubarkan
instrumen tersebut.

b. Perjanjian dapat berakhir bagi berlakunya karemalpeya perang antara
para peserta.

c. Suatu pelanggaran materi dari sebuah perjanjiatebdl oleh salah satu
peserta akan memberikan hak kepada peserta lawk unengakhiri
perjanjian, sedangkan suatu pelanggaran mateds atiatu perjanjian
multilateral oleh salah satu pesertanya, akan dapanhyebabkan

berakhirnya perjanjian diantara semua peserta.

10hid, hal.129
1 |bid, hal. 127-128
2 |pid, hal. 134
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d. Ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena usram atau
rusaknya secara permanen suatu tujuan yang saimtuklan untuk
melaksanakan perjanjian.

e. Perjanjian yang dibubarkan sebagai akibat dariyapg secara tradisional
disebut doktrirrebus sic stantibus

f. Suatu perjanjian yang secara spesifik ditutup unaigka waktu yang
ditentukan, akan berakhir pada saat berakhirnygkmwaktu tersebut.

g. Apabila adanyaenunsiasi.

h. Pasal 64 Konvensi Wina menetukan bahwa apabilausoatma jus
congensyang menentukan muncul, maka perjanjian yang ibengan
dengan norma tersebut menjadi batal dan berakhir.

Berakhirnya perjanjian oleh tindakan para pesqpébia

a. Berakhirnya perjanjian atau penarikan peserta dapatdi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan perjanjian, atau setiap waldogan persetujuan
semua peserta setelah dilakukan konsultasi satua skim. Suatu
perjanjian juga akan dianggap berakhir apabila senpesertanya
membentuk perjanjian baru tentang pokok permasalghag sama dan
tampak lebih jelas dari perjanjian yang lama, dtabhwa para peserta
menghendaki untuk mengatur permasalahan tersebamdperjanjian
baru itu, atau bahwa ketentuan-ketentuan dari mejabaru tidak sesuai
dengan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam piafatama sehingga
kedua instrumen itu tidak dapat diberlakukan padktwyang bersamaan.

b. Apabila suatu negara peserta ingin menarik diri dabuah perjanjian,
maka biasanya ia melakukan hal tersebut denganmamberitahukan
pengakhiran itu, atau dengan tindakan denunsiasi.

Berlakunya perjajian dapat ditangguhkan semua fzes¢supun peserta tertentu
saja sesuai dengan ketentuan-ketantuan perjanjiaratau setiap saat dengan
persetujuan semua peserta setelah berkonsultasipuat melalui pembuatan

perjanjian baru apabila perjanjian baru ini mergvakehendak para pesetta.

13 |bid, hal.135
1 |bid, hal.135
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Penulis lebih cenderung menggunakan konsep pejaniiternasional
yang bersumber langsung pada hukum internasioadl yaw Making Treaty
Law making treatydapat berlaku universal bagi masyarakat internasidalam
hal ini, law making treatyyang berkaitan dengan objek kajian penulis yaitu
United Nations Convention on the Law of the Sea2l@8NCLOS 1982) dan
Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

UNCLOS 1982 merupakan hasil Konferensi Hukum Lalit ylang
diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 @idd 17 bagian dan 9
annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentasigs-batas dari yurisdiksi
nasional di ruang udara di atas laut, navigasilingemgan dan pemeliharan
lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan daaat lan eksploitasilainnya dari
sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuamang penyelesaian
perselisihan. UNCLOS 1982 ini juga mengatur tentpegdirian badan-badan
internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsuk realisasi tujuan-tujuan
tertentu dari konvensi irff,

Reklamasi adalah usaha agar suatu lahan yangdtdakkurang berguna
menjadi lahan yang lebih berguffaUntuk menganalisa dampak reklamasi yang
dilakukan Singapura terhadap batas maritim Inden8sigapura, skripsi ini
menggunakan ketentuan dalam UNCLOS 1982 pasal 213dan 15. Batas
maritim suatu negara meliputi batas laut terrilpi@tas zona tambahan, batas
ZEE dan batas landas kontinen. Dalam zona lautoriet, negara pantai
memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebul. irlasesuai dengan pasal 2
UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan tietiggang dimiliki suatu
negara pantai tidak hanya atas wilayah daratanpdmairan pedalaman atau
perairan kepulauannya, tetapi juga meliputi latitdgal, ruang udara di atas laut

territorial, dasar lautan dan lapisan tanah di teya’’

15 Chairul Anwar, 1989Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Intesional Jakrata :
Djambatan. hal. 7

® A.R.Soehoed, 2004Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai MutiaRduit :
Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Pr@®aiktai Mutiara di Pluit Jakarta :
Djambatan. hal. 1

" Chairul AnwarOp-Cit, hal. 20
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Wilayah perairan yang memisahkan Indonesia dan apung sangat
sempit sehingga batas maritim kedua negara hanygddatas laut teritorial
saja. Dalam pasal 3 diatur bahwa suatu negaraigtapgat menetapkan lebar laut
teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pahdk Negara pantai dapat
menggunakan garis pangkal normal atau garis parigkad dalam pengukuran
lebar laut teritorialnya, sedangkan untuk neganauleian dapat menggunakan
garis pangkal kepulauan dalam pengukuran lebartdauiorialnya. Tidak ditutup
kemungkinan suatu negara mengkombinasikan garigkparyang digunakan
dalam pengukuran lebar laut teritorialnya.

Dalam UNCLOS 1982 juga diatur penentuan garis pangkntuk
menghadapi keadaan geografi khusus. Dalam pagdib&fiutkan bahwa instalasi
pelabuhan permanen yang terluar dan merupakan rbagiegral dari sistem
pelabuhan harus dianggap sebagai bagian dari paetéingga instalasi tersebut
dapat digunakan sebagai titik pangkal. Akan teitagtialasi-instalasi lepas pantai
dan pulau-pulau buatan tidak dianggap sebagaiassiaelabuhan permanéh.

Pasal 15 mengatur penetapan garis batas lautrigriemtara negara-
negara yang pantainya berhadapan atau berdampinigik satupun dari kedua
negara tersebut berhak untuk menetapkan bataselatatrialnya melebihi garis
tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari tiitkk terdekat pada garis pangkal
dari tempat lebar laut teritorial masing-masinggara diukur, kecuali ada
persetujuan sebaliknya di antara mereka. Ketentiamnduk pada kekecualian
dari hak-hak historis atau keadaan khusus lainriagycara pembatasannya
berbeda®

Konvensi Wina 1969 diakui sebagai pedoman yangtatibrbagi hukum
perjanjian dan praktek yang berlangsung pada saatonvensi ini dibentuk
pada tanggal 23 mei 1969 dan mulai berlaku padggtr27 Januari 1980. Dalam
pasal 62 Konvensi Wina 1969 ayat 2 menyatakan babwatu perubahan
fundamental keadaan-keadaan tidak boleh dinyatagbagai suatu alasan untuk

mengakhiri ataupun mengundurkan diri dari trakfetkala traktat itu menetapkan

18 |bid
193.G StarkeQp-Cit, hal.347
0 |bid, hal.348
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garis perbatasan-perbatadaMenurut pasal ini, doktrinebus sict stantibusdak
berlaku dalam perjanjian yang mengatur tentangskatsar negara.

Dalam hukum internasional perolehan atau pengaranglayah negara
akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negasawilayah itu. Oleh
karena itu, penulis juga menggunakkaonsep kedaulatan teritorial dalam
tulisan ini. Kedaulatan teritorial adalah kedautagang dimiliki oleh suatu negara
dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilaygff Hakim Huber dalam
kasusisland of Palmayang dikutip oleh Kusumaatmaéjanenyatakan :

“Souverignity in relation to a portion of the suréaof the globe is

the legal condition necessary for the inclusiorse€h portion in

the territory of any particular state”
Menurut pernyataan tersebut, kedaulatan negarangtaghnya mempunyai dua
aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspesitinya adalah bahwa
kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusifalatu negara berlaku di dalam
wilayahnya, sedangkan di luar wilayah negaranydusnagara tidak memiliki
kekuasaan demikian karena kekuasan tersebut berdadtika kekuasaan suatu
negara lain dimulai. Aspek negatifnya ditunjukkaengan adanya kewajiban
negara untuk melindungi hak-hak negara lain diymifmya*

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tigaendsi, yaitu darat,
udara dan laut. Kedaulatan atas wilayah darat mielgermukaaan tanah daratan
dan juga tanah di bawah daratan sampai pada kealalgang tidak terbatas.
Kedaulatan atas ruang udara meliputi ruang udanag yeerletak di atas
permukaaan wilayah daratan dan yang terletak di afitayah perairan suatu
negara. Sedangkan pada wilayah laut, kedaulatatoted suatu negara meliputi
zona perairan pedalaman, perairan kepulauan dan téatorial. Kedaulatan

teritorial suatu negara tersebut juga diatur ddliCLOS 1982 pasal 2.

2 poltak Partogi Nainggolan, 200Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia cafman
Terhadap Integritas Teritorialakarta : Tiga Putra Utama. hal. 141
22 Huala Adolf, S.H., 1991Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasiodakarta : Rajawali
Pers. hal.109
23 Hakim Huber dalam Mochtar Kusumaatmaja dan Ettjéges,Op-Cit hal. 163

Ibid
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Kedaulatan teritorial dijalankan suatu negara kintoengatur segala
sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-bdtaghnya, baik wilayah darat,
laut maupun udara. Dengan adanya kedaulatan taetitersebut, suatu negara
berhak memanfaatkan semua sumber daya alam yandikiiya untuk
memenuhi kepentingannya. Negara juga berhak mekgadakegiatan
pengamanan untuk menjaga keutuhan wilayahnya damindek semua
pelanggaran maupun ancaman yang membahayakan tegafaut.

Batas negara memiliki peranan penting dalam peaentatas kedaulatan
suatu negara. Indonesia, yang merupakan negardakeputerbesar di dunia,
sampai saat ini belum berhasil menyelesaikan paaarftatas negaranya dengan
negara-negara tetangga, sehingga batas-batas &edenyla pun belum jelas.
Salah satu batas negara yang belum terselesailsgbie adalah batas maritim
Indonesia-Singapura.

UNCLOS 1982 pasal 3 menyatakan bahwa setiap negarhak
menentukan lebar laut teritorialnya sampai batasnil2dari garis pangkalnya.
Berdasarkan ketentuan ini, maka klaim lebar lauttotéal yang diajukan
Indonesia dan Singapura akan mengalami tumpani tikadena wilayah perairan
yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang damil2 Permasalahan batas
maritim Indonesia-Singapura tidak hanya dikarenakdanya tumpang tindih
klaim yang diajukan kedua negara, tetapi juga eikakan pertentangan
kepentingan di antara keduanya. Wilayah perairarg yaemisahkan Indonesia
dan Singapura merupakan kawasan yang strategisaiaai, oleh karena itu
kedua negara berusaha untuk menguasai kawasaluterse

Pada pertemuan bilateral tahun 1973, Indonesia Siagapura telah
menyepakati batas maritim kedua negara. Namun hbate@s maritim bagian
tengah saja yang berhasil dibuat, batas maritimradia-Singapura bagian barat
dan timur disepakati akan ditentukan pada perumdingelanjutnya. Pada
kenyataannya, Singapura selalu saja menghindark udiajak melakukan
perundingan guna menyelesaikan persoalan batasrmuaisebut.

Pada tahun 2002, masalah batas maritim Indonesi&itdgapura kembali

mencuat. Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan gmaitu wilayah daratan
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Singapura dengan jalan mereklamasi pantainya akemggeser batas maritim
kedua negara, terutama pada daerah yang belurapitet batasnya. Oleh karena
itu pada Februari 2002, Indonesia melalui KBRI @mgra secara resmi
menyampaikan keinginannya untuk melakukan perumdingtuk menyelesaikan
persoalan batas maritim kedua negara. Penentuaas baaritim melalui
perundingan tersebut sesuai dengan UNCLOS 1982 p&s@ntang penentuan
batas maritim negara pantai yang saling berhadagdakukan dengan
perundingan secara damai atau dengan cara penetgpsntengah. Namun
perundingan untuk menyelesaikan batas maritim ladi@aSingapura baru dapat
terlaksana pada Februari 2005. Perundingan tersehsth dalam tahap awal
sehingga belum berhasil menetapkan batas marittlugkeegara.

Menurut hukum internasional, pergeseran batas imarindonesia-
Singapura dapat terjadi pada bagian timur dan ba@na kedua negara belum
menetapkan batas maritimnya pada bagian tersebl#inStu, pergeseran juga
dapat terjadi karena Singapura menggunakan titilgle baru dalam penentuan
batas maritim tersebut. Reklamasi pantai telah ridhgtkan hilangnya titik
pangkal-titik pangkal awal Singapura yang digunakemiuk mengukur batas
maritimnya, sehingga Singapura dapat menentukiamptingkal baru dari daratan
hasil reklamasi. Singapura juga dapat menggunakd@U®DS 1982 pasal 11
sebagai dasar hukum untuk menggunakan instaldsbyiean permanen yang
dimilikinya sebagai titik pangkal baru untuk mengubkatas maritimnya.

Konvensi Wina 1969 pasal 62 ayat 2 tersebut mekgatgerjanjian
tentang batas negara bersifat final dan tidak dagatbah. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka batas maritim Indonesia-Singapura padian tengah tidak dapat
bergeser karena telah disepakati bersama dan keslyera telah meratifikasi
kesepakatan tersebut. Pada kenyataannya, pertamhsds daratan Singapura
tersebut telah menggeser jalur pelayaran lautnyar&e selatan, yang juga berarti
laut teritorialnya pun bergeser ke arah selatan.

Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran iipatétsm Indonesia-
Singapura ke arah selatan tersebut akan menguramrgkak Singapura karena

wilayah dan kedaulatan teritorialnya bertambah .ludamun sebaliknya,
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reklamasi pantai Singapura akan sangat merugikhakpindonesia. Wilayah
perairan Indonesia maupun ruang udara di atas kawassebut akan berkurang,
yang juga berarti Indonesia akan kehilangan ketulk®ritorialnya atas kawasan

tersebut.

1.5 Hipotesa

Hipotesa diperlukan sebagai usaha untuk menemulkematif terdekat
dari berbagai macam dugaan yang mendekati keberdeanurut Sutrisno Hatf
hipotesa adalah dugaan yang akan diterima jikaf&ta dan hasil penyelidikan
mampu membenarkannya. Hipotesa juga dipandang aekagklusi sementara
yang didasarkan pada pengetahuan tertentu.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pemelkepustakaan, maka
penulis merumusakan hipotesa sebagai berikut :
Dampak reklamasi pantai Singapura yaitu :

a. Terhadap penentuan batas maritim Indonesia-SimgapReklamasi
pantai Singapura dapat menyebabkan bergesernyas bataritim
Indoensia-Singapura ke arah selatan, khususnyas baaritim bagian
timur dan barat. Sedangkan batas maritim bagiagate yang telah
ditentukan tidak akan bergeser karena perjanjiamang batas negara
yang telah disepakati bersifat final dan tidakatdgerubah.

b. Bagi Indonesia, reklamasi pantai Singapura akargomamgi luas wilayah
perairan dan kedaulatan teritorial Indonesia didsam tersebut.

c. Bagi Singapura, reklamasi pantai tersebut akan mbah luas wilayah

dan kedaulatan teritorialnya.

% Sutrisno Hadi, 1994Metodologi Research Jilid Yogyakarta : Penerbit Andi. hal.63
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1.6 Metode Penelitian

Agar tercapai suatu tujuan dalam penulisan iimigerlukan adanya
suatu metode, baik dalam pengumpulan data maupahsandata. Menurut
Winarno Surakhmat metode adalah :

“cara utama yang dipergunakan untuk mencapai Stgban,
misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan
menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Ctaaa itu lebih
digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewaigm@
ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari sifiyzenyelidikan”
Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui bahvesode penelitian merupakan
cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuaelifian. Selanjutnya penulis

membagi metode penelitian menjadi beberapa baggei,:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan daléisaruini penulis
menggunakan metode penelitian berupa studi kemmtakData-data yang
penulis butuhkan diperoleh dari sumber-sumber $iepebuku, surat kabar,
internet, dan jurnal yang menyajikan data-data yateyan dengan masalah yang
dibicarakan.
Asapun tempat-tempat untuk memperoleh data-ds¢dote adalah :
Perpustakaan Pusat Universitas Jember
Perpusatakaan FISIP Universitas Jember

Situs-situs di internet

A

Perpustakaan CSIS

1.6.2 Metode Analisa Data
Setelah proses pengumpulan data mencukupi maka tsélanjutnya
adalah analisa data untuk memperoleh kesimpulan ddda-data yang telah

diolah. Menurut Jack C. Plaffeanalisa adalah :

% Winarno Surakhmad, 1994engantar Penelitian limiah : Dasar-dasar Metoda kifik
Bandung : Tarsito. hal. 131

27 Jack C Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. RaBi®5.Kamus Analisa PolitikJakarta : CV.
Rajawali. hal. 228
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“pemisahan secara abstrak suatu objek penelitianddam
bagian-bagian unsur pokoknya agar dapat dikajitrsita dan
ditentukan hubungan kaitan diantara bagian-bagemndan
dengan keseluruhannya”

Menurut Sutrisno Hadi, ada tiga macam metode berpi&ng dapat

digunakan untuk menganalisa data yaitu metode diédunduktif dan reflektif.

Dalam tulisan ini akan digunakan metode reflekéibagai metode analisa data.

Metode ini merupakan gabungan dari metode dedwktii metode indukiif.

Tahapan-tahapan metode berpikir ini adalah seltsgdiut :

1.

Penulis menemukan suatu permasalahan yaitu daneénasi
yang dilakukan Singapura terhadap batas maritimoriedia-
Singapura maupun bagi kedua negara.

Penulis mendudukan dan memberi batasan terhadamgaliahan
untuk memastikan permasalahan yang dihadapai. Benamberi
batasan persoalan pada dampak yang dapat ditinmbudkéamasi
pantai Singapura terhadap batas maritim Indonesigaura
maupun bagi kedua negara.

Mengajukan hipotesa-hipotesa berdasarkan pada Ipdikge
awal, yang merupakan konklusi yang sifatnya umuementara
dan masih sangat awal. Dalam hal ini penulis merkgaj hipotesa
bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 maka reklamasi pantai
Singapura dapat menggeser batas maritim IndonésiSira
bagian timur dan barat ke arah selatan. Pergeserasangat
merugikan Indonsia karena wilayah perairan dan watan
teritorialnya pada kawasan ini akan berkurang.

Secara deduktif menerangkan hipotesa, dan membsdraalasan
yang dapat mendukung hipotesa tersebut. Penuligkagrpasal-
pasal dalam UNCLOS 1982 yang berisi ketentuan peaetbatas
maritim antar dua negara pantai yang berhadapan.

Menguji hipotesa dengan fakta kemudian membandimgja
dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982.

Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut
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1.7 Pendekatan
Untuk mencapai sasaran terwujudnya suatu penullsaya ilmiah
diperlukan suatu pendekatan. Jack C. Plano mernsi&tin pendekatan sebatfai

“suatu strategi ilmiah atau cara analisa yang medg@an kaum
intelektual untuk mempelajari politik. Suatu penalh bisa
menentukan metode khusus penelitian politik, manem pada
cara-cara tertentu pengevaluasian dan penafsitanateu dalam
bentuknya yang paling canggih, mengajukan perankgangka

teori mengenai kaitan yang ditemukan didalam d&aatu

pendekatan memberikan kemungkinan untuk dilakukanny

penelitian dan menentukan berbagai jenis gejaliilpghng luas

dengan mencocokannya didalam perangkat konsep tedal

dibatasi”.

Penulis menggunakapendekatan yuridis normatif (hukum doktriner)
dalam memandang dampak yang ditimbulkan reklamagiafura tehadap batas
maritim Indonesia-Singapura. Menurut Bambang Walyypendekatan yuridis
normatif dipakai dengan meneliti peraturan-peratuyang tertulis atau bahan-
bahan hukum yang lain. Pelaksanaan penelitianigunmtmatif secara garis besar
akan ditujukan kepada penelitian terhadap azasfadasm, penelitian terhadap
sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisaium, penelitian terhadap
sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandihngkam?® Dalam tulisan ini
penelitian yang ditujukan pada azas-azas hukumiréernasional adalah sebagai
dasar hukum untuk menganalisa dampak yang ditimalputheh reklamasi pantai

Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapur

28 jJack C. Plano. Robert E. Riggs dan Helena S. ReinCit, hal. 6
29 Bambang Waluyo,S.H., 199Benelitian Hukum dalam Prakteltakarta : Sinar Grafika. hal.13
*bid, hal.14-15
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IIl. GAMBARAN UMUM
REKLAMASI PANTAI SINGAPURA

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum reklgraatai Singapura
yang dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, skmpsakan memaparkan
gambaran umum Singapura, baik keadaan geogradrasejlan perkembangannya
maupun pemerintahan Singapura. Gambaran umum Sirggaprsebut dapat
membantu dalam memahami latar belakang Singaputakokan reklamasi
pantai. Latar belakang tersebut lebih lanjut akipamhrkan pada bagian kedua.
Pada bagian terakhir, skripsi ini memaparkan tentaklamasi pantai Singapura
itu sendiri, yang meliputi pengertian dari reklampantai, metode reklamasi
pantai dan juga pelaksanaan reklamasi pantai Simgaersebut.

2.1 Gambaran Umum Singapura

Singapura terletak pada koordindl&’ lintang utara dan 1038’ lintang
selatar’* Di sebelah utaraSingapura terpisah dari Semenanjung Melayu oleh
Selat Johor yang sempit. Sedangkan di sebelahasefailau terdapat Selat
Singapura yang memisahkan Singapura dengan bebpudgoa milik Indonesia.
Singpura memiliki iklim tropis, panas lembab danhigan?

Sejarah Singapura bermula pada abad ke-14. Pada wiak Singapura
yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijdkanal dengan nama
Temasek dan menjadi salah satu pelabuhan dan lbagdag ramai. Setelah
Kerajaan Sriwijaya tidak lagi berkuasa, Temasekeriputkan oleh Kerajaan
Majapahit dan Kerajaan Ayuthia (Siam). Namun semandari Kerajaan Siam
berhasil dihalangi kubu pertahanan Temasek. Segat Bu nama Temasek
berubah menjadi Singha Pura atau Bandar Singa.

Adanya pembangunan Bandar Malaka pada awal abad 1%e

mengakibatkan Singapura tidak lagi menjadi pusatgmangan karena kapal-

2; Singapura http:/ms.wikipedia.org/wiki/Singapurdiakses tanggal 20 agustus 2005
Ibid




34

kapal lebih memilih berlabuh di Bandar Malaka. @imgra pun menjadi pulau
yang sepi dan jarang didiami penduduk. Pada taBaf $eorang Inggris bernama
Sir Stamford Raffles, bertindak atas nama Perusattdiadia Timur Inggris,
menyewa Singapura dari seorang pangeran Melayukdamdian mendirikan
pusat dagang di sana. Sejak saat itu, Singapurai rurhbuh kembali dengan
mantap sebagai salah satu pos perdagangan Inggris.

Pada tahun 1826, Singapura dipersatukan dengankdalan Penang
menjadi Permukiman Selat Malaka Inggris. Pembukesmsan Suez pada 1869
mempermudah perdagangan antara negara-negara Heogan Asia. Hal ini
membuat Singapura yang terletak di persimpangam jAkia Tenggara semakin
berkembang dan menjadi kota bandara yang makmda Bbad ke-20, Inggris
membangun pangkalan angkatan laut dan udara yasgr i Singapura.
Sekalipun pertahanannya dikerjakan secara teditlagahun 1942 Jepang berhasil
merebut Singapura dari tangan Inggris. SetelahngeBaunia Il berakhir tahun
1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris.

Pada tahun 1959, Singapura diberi hak untuk memta@risendiri, dan
empat tahun kemudian Singapura memutuskan bergabiengan Federasi
Malaysia. Namun, pada tahun 1965 Singapura menlkeyydederasi tersebut dan
lebih memilih berdiri sendiri karena timbulnya pedaan antara suku Melayu
yang mendominasi pemerintahan dengan mayoritas Sngapura. Sejak saat itu
Singapura menjadi negara merdeka yang berdiri sendi

Singapura didirikan sebagai sebuah negara repui#ikgan presiden
sebagai kepala negara dan perdana menteri selemdakpemerintahan. Perdana
Menteri adalah pemimpin partai politik yang menilkedudukan mayoritas di
parlemen. Orang yang berhasil menjabat Perdana edMeSingapura yang
pertama adalah Lee Kuan Yew dari People’s ActiatyR&AP).

Banyak yang berpendapat bahwa pemerintahan PAR ledmnderung
kepada autoritarian daripada demokrasi. PAP jugainge dikatakan
memperkenalkan undang-undang yang tidak membeeénikestan untuk partai-
partai oposisi tumbuh dengan efektif. Namun, camagrintahan tersebut berhasil

menjadikan Singapura sebagai sebuah negara yang maj
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Singapura merupakan salah satu negara yang padatudcenya.
Penduduk Singapura terdiri dari etnik Cina, Melaydlia, Eropa dan etnik-etnik
lainnya. Jumlah penduduk etnik Cina mencapai te&yagmpat dari jumlah seluruh
penduduk Singapura. Sebagian besar Cina Singaprgebtit masih memegang
teguh kepercayaan tradisionalnya. Mereka mengaeyakinan Kongfucu, Tao
dan Budha. Penduduk dari etnik Melayu hampir sélya adalah Muslim,
sedangkan penduduk dari etnik India menganut agdima@u. Penganut Kristen
ada di antara semua kelompok suku bangsa tersebut.

Bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalahsha@ina, Inggris,
Melayu dan Tamil. Bahasa Melayu juga merupakan smlebangsaan, tetapi
lebih bersifat simbolik. Pemerintah PAP lebih candg menggunakan bahasa
Inggris sebagai bahasa pengantar, sehingga pergggbahasa kebangsaan hanya
terbatas pada kaum Melayu saja.

Singapura berhasil membangun negaranya dengan pasaimenjadi
negara yang berjaya dari segi ekonomi. Singapumapuayai hubungan dagang
yang kuat, pelabuhan yang sibuk dan GDP per kgpitg setara dengan negara-
negara di Eropa Barat. Singapura pada saat inijuggjadi negara yang paling
maju di kawasan Asia Tenggara.

Walaupun tumbuh menjadi negara maju, Singapura hkenkendala
dengan laus wilayah daratannya. Luas wilayah damgtta pada waktu merdeka
hanya 581 krh Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk memge
wilayah daratannya dengan jalan melakukan reklapasiai. Reklamasi pantai
Singapura tersebut dimulai sejak tahun 1962 daendanakan akan berakhir
sampai dengan tahun 2010. Perluasan wilayah inn adtigunakan untuk
perumahan, rekreasi, kebutuhan infrastruktur, Kegermiliter dan keperluan

komersil.

2.2 Latar Belakang Reklamasi Singapura
2.2.1 Luas Wilayah Yang Sempit
Secara konseptual wilayah dapat diartikan sebagaiu ruang dimana

orang yang menjadi warga negara atau pendudukaggag bersangkutan hidup
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serta menjalankan aktivitasnyaSedangkan dalam konteks sistem internasional,
wilayah merupakan suatu karakteristik penting baggara karena untuk bisa
diakui secara internasional suatu negara harus likebatas-batas fisik dimana
negara tersebut menjalankan kedaulatan dan kewanaya.

Lokasi dan ukuran wilayah mempunyai peran dalantipgaan kekuatan
ekonomi dan politik suatu negara. Seperti telahjatkmeferensi umum bahwa
negara-negara yang maju secara ekonomi dan patitkah negara-negara yang
memiliki lokasi yang strategis. Sejarah juga measichihwa ukuran wilayah dan
keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan suaye yang ada untuk
menciptakan kekuatan militer dan ekonomi menjadnckupengaruh dan
kekuasaan suatu negara terhadap negara lainnyaaupVal menurut hukum
internasional, semua negara memiliki martabat yaagna, tetapi dalam
kenyataannya negara kecil sering mengalami kesnkamguk mempertahankan
kedaulatannya, terlebih apabila negara tetanggadgkah negara besar.

Singapura, yang merupakan negara terkecil di A®aggara, sangat
menyadari arti penting lokasi dan ukuran wilayaiseébut. Walaupun Singapura
memiliki lokasi yang strategis, namun wilayah danatya sangat sempit. Oleh
karena itu, untuk mengatasi keterbatasan wilayah w#uk mempertahankan
kedaulatan teritorialnya, Singapura memutuskan kummhemeperluas wilayah

daraatnnya dengan jalan melakukan reklamasi pantai.

2.2.2 Antisipasi Perkembangan Penduduk

Sebelum tahun 1819, penduduk yang mendiami Simgdpanya sedikit.
Namun setelah Inggris menguasai daerah tersebutaliupenduduk Singapura
berkembang dengan hebat. Penduduk Singapura tdadirmayoritas etnik Cina
yang mencapai 76,8%, penduduk asal yaitu etnik ywieraencapai 13,9%, etnik
India sebesar 7,9% dan para pendatang dari berhagara* Pada tahun 2005,
jumlah penduduk Singapura telah mencapai 4.425.j@@ dengan laju

33| Wayan Parthiana dalam Poltak Partogi NainggdlgnCit, hal.5
% Singapura Op-Cit, diakses tanggal 20 Agustus 2005
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pertumbuhan penduduk 1,56 %, angka kelahiranny@& 84 1000 penduduk dan
angka kematiannya 4,16 per 1000 penduuk.

Berdasarkan ancept plan2001 yang disusun pemerintah Singapura,
dalam 40-50 tahun ke depan penduduk Singapura mkacapai 5,5 juta jiw¥
Pertambahan penduduk tersebut berakibat pada pemamykebutuhan tempat
tinggal. Namun, luas wilayah daratan Singapura ysempit akan mempersulit
penyediaaan tempat tinggal bagi penduduknya yangs teertambah tersebut.
Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk megperuilayah daratannya

dengan mereklamasi pantainya.

2.2.3 Pertimbangan Ekonomi dan Bisnis

Mulai dari masa Sir Stamford Raffles hingga sagt$ingapura menjadi
bandar alih pengapalan besar yang berkembang Besang-barang dari negara-
negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melewaga@ura untuk menuju
Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Kapal-kapabyaerlayar dari galangan
dan dermaga Singapura membawa karet, kopra, kaljandgmgan, rempah-
rempah, dan barang-barang industri yang mencermisteus Singapura sebagai
tempat manufaktur terpenting di Asia Tenggara. Rgaman kapal dan muatan
serta fasilitas gudang yang dimiliki Singapura npakan salah satu yang
termodern di dunia. Selain itu, banyak juga kagalg mendapatkan reparasi
besar di Singapura.

Pemerintah juga mendorong berkembangnya anekastmdsehingga
industrialisasi Singapura menjadi yang paling mamtizAsia Tenggard’ Industri
Singapura antara lain pengolahan karet dan timahyylingan minyak, produk
dan suku cadang elektronika, beraneka barang logankakas pengangkutan,
makan dalam kaleng dan makanan beku serta buksil Haustri tersebut
diekspor ke negara-negara di berbagai kawasan. Narsektor pertanian
Singapura tidak dapat berkembang dengan baik sghitegrjadi perbandingan

% Singapore, http:/www.cia.gov/cia/publications/factbook/geomsfgml, diakses tanggal 15
November 2005

% |Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Bukall7-8

%7 Singapura, Op-Cijtdiakses tanggal 20 agustus 2005
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yang tidak seimbang antara manufaktur dan pertap@anUntuk memenuhi
kebutuhan akan produk pertanian, Singapura mengingpodari negara-negara
lain. Selain bahan makanan Singapura juga mengifgloan mentah, perkakas
industri berat, dan beraneka barang manufaktur yadak efisien untuk
diproduksi sendiri. Selain perdagangan dan indusgttor pariwisata Singapura
juga dapat berkembang dengan baik. Singapura mesghah satu tujuan wisata
dunia yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungatawan.

Perkembangan sektor-sektor perekonomian Singapersebut perlu
didukung dengan ketersediaan lahan yang mencukdph karena itu, untuk
semakin meningkatkan ekonomi dan bisnisnya, Singaparusaha memperluas
wilayah daratannya sejak tahun 1962 dengan melakuk&lamasi pantai.
Berapapun biaya yang dibutuhkan untuk melakukatameksi pantai tersebut,
Singapura siap menanggungnya karena pemerintaletgh memperhitungkan
keuntungan yang diperoleh nantinya lebih besar Heya yang dikeluarkan

untuk melakukan proyek tersebut.

2.3 Reklamasi Pantai Singapura
2.3.1 Pengertian Reklamasi Pantai
Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah bah&sygrisreclamation.
yang berasal dari kata ker@aclaimyang artinya mengambil kembali.
Reclamation is the conversion of wasteland intwl lauitable for
use of habitation or cultivicatiof.
Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah rekisi berarti usaha agar suatu
lahan yang tidak berguna atau kurang berguna midmaguna kembali atau lebih
berguna. Tingkat kegunaannya tergantung dari sagarey ingin dicapa’
A.R Soehoe? mengemukakan bahwa reklamasi adalah usaha aafar su

lahan yang tidak atau kurang berguna menjadi laj@ang lebih berguna.

% Reclamation, http://www.thefreedictionary,com/reclamatjodiakses pada tanggal 18 Maret
2005

%9 A.R. SoehoedDp-Cit, hal.1

0 |bid
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Sudharto P Haft juga mengemukakan bahwa reklamasi adalah upaya
memperbaiki daerah yang tidak terpakai atau tidakjuma menjadi daerah yang
dapat dimanfaatkan untuk suatu kerperluan. Sedanglalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha mempertaaah dengan
memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak kaa‘}*’gun

Tujuan proyek reklamasi adalah untuk memperoldiara pertanian,
memperoleh lahan untuk pembanguan gedung atau unerkperluas kota,
ataupun untuk sarana transportasi. Proyek reklaroasimnya menyangkut
wilayah laut, baik laut dangkal maupun dalam. Pkoyeklamasi juga dapat
dilakukan pada daerah rawa-rawa yang dapat digunakauk keperluan
pembangunan proyek industri.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disikggulbahwa reklamasi
pantai adalah upaya peningkatkan kegunaan daeratai pantuk keperluan

perumahan, pertanian maupun perluasan wilayabh.

2.3.2 Metode Reklamasi Pantai Singapura

Metode reklamasi digolongkan menjadi dua, yaitstesn polder dan
sistem urugan (fill). Sistem polder merupakan asatendapatkan lahan kering
dengan membuang air yang menggenanginya dengan ngEama’® Untuk
keperluan pemompaan tersebut, lahan polder dibalgind petak-petak dengan
cara menggali parit-parit tempat air dapat berkummula-mula air mengalir
pada parit-parit kecil, kemudian dialirkan ke paatit yang lebih besar dan
akhirnya ke parit induk yang mengelilingi kawasaoldpr. Dari parit induk
tersebut air dipompa keluar ke daerah yang lelniggti kemudian dibuang ke
laut. Agar air dari wilayah sekeliling polder tidakemasuki lahan polder, disisi

luar parit induk dibangun tanggul rendah yang méimyg polder.

“! Sudharto P HadReklamasi Marina : Mengapa Diributkan,
http://www.suaramerdeka.com/harian/049104/kot.®8,. ldiakses pada tanggal 20 Mei 2005

“2 Tim Penyusun Kamus -Pusat Pembinaan dan Pengemb&adnasa, 199Kamus Besar bahas
Indonesia Jakarta : Balai Pustaka. hal. 829

*3 A.R. Soehoedbid, hal. 3
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Reklamasi dengan sistem polder ini telah dilakukbeh Belanda sejak
abad ke-19. Proses pemompaannya dilakukan dengacir kangin yang
digerakkan oleh angin barat yang melintasi Belas€panjang tahun. Kincir-
kincir tersebut dipasang di atas tanggul sekelilan poldernya.

Reklamasi dengan sistem polder ini amat lambamgghi beban dana
bagi pekerjaan ini menjadi berat. Lagipula lahangyaiperoleh sangat lunak
dengan permukaan air tanah masih tinggi dan sd®ggantung pada kedalaman
parit-parit drainase. Lahan hasil reklamasi dergjatem polder ini hanya dapat
dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan peternalsdangkan untuk
pembangunan pemukiman atau prasarana jalan mada tarsebut harus diuruk
dengan pasir.

Pada awal abad ke-20 industri otomotif berkembpagat dan mulai
muncul alat-alat berat seperti traktor, bulldozempa lumpur serta kapal keruk.
Adanya alat-alat berat ini dapat mempercepat proskiemasi dengan sistem
urukan. Oleh karena itu reklamasi pada waktu sekgbanyak dilakukan dengan
sistem urukan, terutama reklamasi pada wilayahyafiaepi laut. Sistem ini pada
tahap permulaannya memang lebih mahal dibandinignsipolder, tetapi beban
dana yang harus ditanggung untuk pekerjaan inlgbgan..

Reklamasi wilayah lautan melalui sistem urukan diaipat dilakukan
menurut dua cara, yaitlanket fill danhydraulic fill. Urutan pekerjaan reklamasi
dengan systerblanket fill yaitu#*

1. Membuat master plan proyek reklamasi pada lahag giesmapkan.

2. Lahan yang akan direklamasi diuruk dengan pasgdarpada ketinggian
tertentu. Dalam reklamasi dengan sistem ini, urukamg dilakukan atas
suatu lahan harus sedikit lebih luas daripada ydirencanakan, kurang
lebih 20 meter diluar batas wilayah yang direklamas

3. Pemasanganertical drain yang berfungsi sebgai penyalur air drainase
sehinnga tanah lebih cepat padat dan menjadi kelaih

4. Di atas urukan pasir, lahan diuruk lagi dengan Hameerah agar lahan

reklamasi lebih kuat.

**Ibid, hal. 6
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5. Pembuatan konstruksi pelindung pantai di tepi lajamg sudah diuruk
tersebut. Konstruksi pelindung dapat berupa tutap tanggul laut yang
dipasang di dalam galian.

6. Menggali kembali kelebihan urukan yang berada dr hatas lahan yang
direklamasi, kemudian kelebihan urukan tersebuiatilg ke tempat lain.

7. Tahap terakhir adalah pemasangan konstruksi pelgndoantai yang
permanen.

Sedangkan urutan pekerjaan reklamasi dengan systraulic fill yaitu #°

1. Membuat master plan proyek reklamasi suatu lahag j&lah ditentukan.

2. Pemasangan alas dasar pada lahan yang ditentukan.

3. Pembuatan konstruksi pelindung pantai, baik permameaupun
sementara. Konstruksi pelindung pantai tersebuardjon di dalam air,
bukan di dalam galian kering seperti yang dilakupada sistenblanket
fill.

4. Pengurukan pasir pada lahan reklmasi.

5. Pemasangawertical drain.

6. Di atas urukan pasir, lahan diuruk kembali dengawath merah.

Hasil dari kedua cara ini sama, tetapi belum cukuat untuk memikul
beban bangunan. Tanah akan berangsur menguat sé¢gbamiah oleh berat tanah
itu sendiri dan karena pengeringan alamiah. Narpooses alamiah ini
memerlukan waktu tahunan, oleh karena itu pemagsearbangunan tanah dapat
dipercepat dengan teknik perbaikan tanah.

Dengan mempertimbangkan lokasi semula, masalaegiean pasir uruk,
peralatan yang tersedia, pendanaan, pemasaranakian-faktor lainnya, maka
Singapura melaksanakan proyek reklamasi pantaieggah menggunakan sistem
urukan. Gambar 2.1 akan di bawah ini merupakaster planproyek reklamasi
pantai yang akan dilakukan Singapura. Dari gamdraebut, dapat dilihat proyek
reklamasi pantai yang dilaksanakan Singapura desggtem urugan dilakukan

pada hampir seluruh wilayah pantainya.

3 bid, hal. 7



Gambar 2.Master PlanReklamasi Pantai Singapura
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Sumber : http://www.ura.gov.sg/dc/plng_area/imggagtarea-map-b.gif
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2.3.3 Pelaksanaan Reklamasi Pantai Singapura

Kegiatan reklamasi pantai secara garis besarukiak dalam tiga tahap,
yaitu pembangunan konstruksi pelindung pantai pepemamaupun sementara,
pengurukan lahan reklamasi dan peningkatan dayal pénah dengan sistem
perbaikan tanah. Reklamasi pantai Singapura ditangiah tiga agen, yaitu :
Housing and Development Board (HBD), Jurong Townp@mtion (JTC) dan
PSA Corporatioﬁ‘.6 Namun reklamasi di Pulau Bukum, Pulau Bukum Kecil,
Pulau Ular dan Pulau Ayer dilaksanakan secara giriokeh dua perusahaan
minyak yang mengelola pulau-pulau tersebut.

Wilayah-wilayah pelaksanaan proyek reklamasi paagiat dilihat dalam
tabel 2.1. Dari tabel berikut dapat diketahui bahkegiatan reklamasi pantai
Singapura dilakukan di pantai sebelah timur, tenganat, uatar dan timur laut.
Dari proyek reklamasi pantai tersebut pemerintahg&ura mengharapkan
wilayah daratannya akan bertambah kurang lebih Kt6b Kegiatan reklamasi
pantai Singapura tersebut mulai dilakukan padanal®62 dan direncanakan
akan berakhir pada tahun 2010.

*®Land Recalamation in Singaporettp://library.thinkquest.org/C006891/21 .printriif diakses
tanggal 15 November 2005
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Tabel 2.1 : Wilayah-wilayah Pelaksanaan Proyek &akki Pantai Singapura

TENGAH TIMUR UTARA
Bishan 'Bedok Lim Chu Kang
BUK!t Merah 'Changi Mandai
Bukit Timah Chanai Ba:

Downt c , gl bay Sembawang

owntown t.ore Pasir Ris Simpang
Geylang Paya Lebar Sungei Kadut
Kallang 'Tampines Woodlands
Marina East ! TIMUR LAUT Yishun
Marina South
Marine Parade ' Ang Mo Kio BARAT
Museum .
Newton lCentral Water Catchmen‘l Boon Lay
Novena Hougang ‘ Bukit Batok

. Bukit Panjan
Orchard North Eastern Islands jang
Outram 5 I Choa Chu Kang
Queenstown | unggo Clementi
River Valley Seletir Jurong East
Rochor Sengkang Jurong West
Serangoon Pi

Singapore River loneer
Straits View Tengah
Tanglin Tuas
Toa Payoh Western Islands
Southern Islands Western Water Catchmer

Sumber : http://www.ura.gov.sg/student/planningasdetm

Bahan yang biasa digunakan untuk menguruk lahdamelsi adalah pasir
yang telah memenuhi standard tertentu. Pada awaBiggapura menggunakan
tanah dari bukit-bukit yang diratakan sebagai babtark lahan reklamasinya.
Tanah tersebut diambil dari bukit-bukit di Bedokgl&p, Tampines dan Jurong
yang diratakafl’! Selanjutnya, Singapura mengimpor pasir laut umieknenuhi

kebutuhan bahan uruk untuk proyek reklamasi paydaifPasir laut tersebut

*" Ibid
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diimpor dari Malaysia, Amerika Serikat, Australidggpang, Indonesia dan lain-
lain.

Berdasarkan data Singapura (MND dan Singstatygsroeklamasi pantai
yang direncanakan akan berakhir tahun 2010 terssdmara keseluruhan akan
memerlukan pasir laut lebih dari 1,6 minaF.nNamun kenyataannya jumlah
keseluruhan pasir laut yang dibutuhkan Singapurdebiteé jumlah tersebut.
Menurut data KBRI, untuk kontrak impor pasir laaridndonesia saja yang akan
berakhir tahun 2007, jumlah pasir laut yang digexrfusudah mencapai 2,2 milyar
m>*® Kebutuhan pasir laut mulai meningkat tajam padaural1999 ketika
singapura mulai melakukan reklamasi pantai untuknpexluas Changi Airport,
Jurong dan Pasir Panjang. Pasir laut tersebut dilskasi lokasi penambangan di
Indonesia ke lokasi reklamasi dengan kapal kerdpaK keruk tersebut berasal
dari Rusia, Belgia, Belanda, Jepang dan Eropa. Raralik kapal keruk membeli
pasir laut dari pemegang kuasa pertambangan seBa$gh, 75 per meter kubik,
kemudian dijual seharga S $ 3.9 — 4 per meter kubik

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejakinal®962 tersebut
telah berhasil memperluas wilayah daratannya dga fjuengubah bentuk daratan
Singapura itu sendiri. Bila pada waktu merdeka nah®65 luas wilayah daratan
Singapura hanya 581 Kntahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km
Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapouéai meningkat pada tahun
1990. Hasilnya pada tahun 2000 luas wilayah daré@argapura semakin
bertambah menjadi 766 Kif?

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Singapuglakukan reklamasi
pantai karena luas wilayah daratannya yang semyituk mengantisipasi
perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonamibisnis. Reklamasi
pantai Singapura yang dilakukan dengan sistem uaragesebut dimulai pada
tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir padan t20L0. Reklamasi pantai

dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya ekar Singapura

“8 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 : Bukal. 8

% Huala Adolf,Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan baBaklua?
http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasi@08B18.htm diakses pada tanggal 18
Maret 2005
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mengharapkan wilayah daratannya dapat bertambaimgtebih 160 krh Bahan
yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapaaah pasir laut yang
diimpor dari negara-negara lain. Reklamasi pargtaht berhasil memperluas
wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luésyati Singapura telah
menjadi 766 km?2.
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[ll. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
PENENTUAN BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sejarah pdskembangan
penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Partantuk memberi gambaran
tentang penentuan batas maritim, dalam skripsakan digambarkan pengaturan
penentuan batas maritim dan proses pembuatan jeemabatas maritim
berdasarkan UNCLOS 1982. Selanjutnya, skripsi inembahas tentang
perundingan batas maritim Indonesia-Singapura yiliaukan pada tahun 1973
yang berhasil menetapkan batas maritim kedua négayian tengah. Pada bagian
terakhir dipaparkan tentang faktor-faktor yang nwodg kedua negara
menyelesaikan penentuan batas maritim tersebut unaupaya-upaya yang telah
dilakukan kedua negara untuk menyelesaiakan baatirmtersebut.

3.1 Penentuan Batas Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982

Pada abad ke-20 telah empat kali diadakan usalieusduk memperoleh
suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh yaituf&@msi Kodifikasi Den
Haag 1930 yang diadakan oleh LBB, Konferensi PBBateg Hukum Laut tahun
1958, Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 196y Konferensi PBB
tentang Hukum Laut tahun 1982. Konferensi Kodifiké&3en Haag gagal
menghasilkan konvensi namun hanya menghasilkanrdyedebuah pasal yang
disetujui sementara.

UNCLOS 1958 menghasilkan Convention on the Teratd8ea and the
Contiguous Zone, Convention on the High Seas, Qaioe on Fishing and
Conversation of the Living Resources of the HighasseConvention on the
Continental Shelf. Namun dalam konferensi PBB meatéersebut tidak diperoleh
kata sepakat tentang batas laut teritorial untakrdumkan dalam Convention on
the Territorial Sea and Contiguous Zone. Setiapareegeserta mengemukakan
klaimnya masing-masing tentang batas perairanot&ibya. Usul kompromi

batas enam mil untuk laut teritorial ditambah dengia belas mil zona
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penangkapan ikan juga tidak disepaktai oleh pekerierensi. Konferensi PBB
kedua tahun 1960 juga gagal mencapai kesepakattandebatas laut teritorial
tersebut.

Konferensi Hukum Laut Il diadakan dari Desember¥38ampai dengan
September 1982 yang diikuti lebih dari 160 negakanferensi tersebut
mengadakan 12 kali sidang dan pada sidang tergihiy diadakan di Montego
Bay Jamaika berhasil menetapkan UNCLOS 1982. UNCLO82 berisi 17
bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuanritaetan tentang batas-batas dari
yurisdiksi nasional di ruang udara di atas lautyigesi, perlindungan dan
pemeliharan lingkungan laut, riset ilmiah, pertandamn dasar laut dan
eksploitasilainnya dari sumber-sumber non hayath deetentuan-ketentuan
tentang penyelesaian perselisihan. UNCLOS 1982 jugengatur tentang
pendirian badan-badan internasional untuk menyghmagan fungsi-fungsi untuk
realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensidbus.

Menurut UNCLOS 1982, terdapat delapan zona pergatyang berlaku
di laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kemnaulaut teritorial, zona
tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas ikent laut lepas dan
kawasan dasar laut internasional. Batas wilayah $aatu negara pantai atau
negara kepulauan meliputi batas laut teritorialtabazona tambahan, batas
perairan ZEE dan batas landas kontinen.

Suatu negara pantai, memiliki kedaulatan penuh waitksgah laut pada
zona perairan pedalaman atau perairan kepulaualadateritorial. Hal ini diatur
dalam UNCLOS 1982 pasal 2 yang menyatakan bahwaukstdn suatu negara
pantai menyambung keluar dari wilayah daratan daaifan pedalamananya atau
perairan kepulauannya ke kawasan laut territorigdng udara diatasnya serta
dasar laut dan tanah dibawahnya. Penentuan laeldaelétorial diatur dalam pasal
3 dimana suatu negara berhak menetapkan lebaef#otialnya sampai ke batas

12 mil laut dari garis pangkal pantaimyavienurut pasal 4, batas keluar dari zona

*’Chairul Anwar, S.H.Qp-cit, hal. 20
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ini ditentukan sebagai suatu garis dimana seti#gnya berada pada jarak dari
titik yang terdekat dari garis batas yang sama aetepar laut teritorial

Terdapat tiga macam garis pangkal yang dapat digumantuk mengukur
lebar laut territorial, yaitu garis pangkal normggris pangkal lurus dan garis
pangkal kepulauan. Garis pangkal normal, menursalpg, adalah garis pangkal
yang ditarik dari pantai pada waktu air laut sudehgan mengikuti lekukan
pantai, sehingga arah garis pangkal normal seggsmgan arah atau lekukan
pantai*? Untuk mengukur lebar laut territorial, dayaris pangkal ditarik garis
tegak lurus ke arah laut sesuai dengan lebar kg gitentukan masing-masing
negara. Titik atau garis pada bagian luar tersetarupakan garis atau batas luar
laut teritorial.

Garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7. Garisgkal lurus tersebut
ditarik dengan cara menghubungkan titik-titik atgwng-ujung terluar dari pantai
pada waktu air laut surti. Penarikan garis pangkal lurus ini hanya dapat
dilakukan pada pantai yang berliku-liku atau jikadgpannya terdapat pulau,
gugusan ataupun deretan pulau. Sedangkan garikgdampulauan diatur dalam
pasal 47 yang menyatakan bahwa negara-negara kaputtapat menarik garis
pangkal lurus kepulauan sampai sejauh 100 milyangg menghubungkan titik-
titik paling luar dari pulau paling luar dan batathb karang, selama ratio
perbandingan air dan daratan tidak melebihi 9 beling 1, dan dengan
ketentuan bahwa kawasan yang diperoleh tidak memgategara lain dari laut
lepas atau ZEE! Menurut pasal 48, garis pangkal tersebut dapaingikan untuk
mengukur lebar laut territorial, zona tambahan, 4t landas kontinen suatu
negara kepulauan.

UNCLOS 1982 juga mengatur penempatan suatu gangkal dalam
menghadapi keadaan geografi yang khusus. Menusatl Ba sungai-sungai yang
langsung mengalir ke laut garis pangkalnya ialahsdgarus memotong muara

sungai di antara titik-titik air terendah pada -sisi sungai. Pasal 10 mengatur

* bid

%2 poltak Partogi Nainggola@p-cit hal. 24
%3 bid

*4 Chairul AnwarQp-cit, hal. 22
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penarikan garis pangkal yang memotong teluk pad@apgang dimiliki negara
yang sama’

Dalam penetapan batas laut teritorial, pasal Idyatakan bahwa instalasi
pelabuhan permanen yang terluar, yang merupakaiarbagegral dari sistem
pelabuhan, harus dianggap sebagai bagian darii@itengga dapat digunakan
sebagai titik pangkal. Instalasi-instalasi lepast@adan pulau-pulau buatan tidak
dianggap sebagai instalasi pelabuhan perm#hBalam pasal 12 menentukan
bahwa tempat-tempat berlabuh di tengah laut, yamgahya dipakai untuk
memuat, membongkar dan menambat kapal, termasakndiut territoriaf’
Sedangkan pasal 13 mengatur tentang elevasi sang gidefinisikan sebagai
suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alayaia dikelilingi dan berada
di atas permukaan laut pada waktu air surut tdteppda di bawah permukaan
laut pada waktu air pasang. Suatu elevasi surut) ymrada seluruhnya atau
sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar textorial dari daratan utama
atau suatu pulau, garis air surutnya dapat digunakhagai garis pangkal untuk
maksud pengukuran lebar laut teritorial. Namun s@é¢vesi surut yang berada
seluruhnya pada jarak yang melebihi laut teritodi@ti daratan utama atau suatu
pulau tidak mempunyai laut teritorial sendfti.

Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laubrigriantara negara-
negara yang pantainya berhadapan atau berdampihigkak satupun dari kedua
negara tersebut berhak untuk menetapkan batatelatarialnya melebihi garis
tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari tititik terdekat pada garis pangkal
dari tempat lebar laut teritorial masing-masinggara diukur, kecuali ada
persetujuan sebaliknya di antara mereka. Ketenniamnduk pada kekecualian
dari hak-hak historis atau keadaan khusus lainrgagycara pembatasannya
berbeda’®

%5 |bid, hal. 22
%8 |bid, hal. 22
57 bid, hal. 22
%8 J.G StrarkeQp-cit, hal. 347-348
%9 |bid,hal. 348
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Zona tambahan diatur dalam pasal 33 dimana ngmarti dalam zona
tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dgerluntuk mencegah
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undaregaramg menyangkut bea
cukai, fiskal, imigrasi dan saniter di dalam wilapga atau laut teritorialnya, dan
menghukum setiap pelanggaran terebut. Zona tambiadeinboleh melebihi 24
mil laut dari garis pangkal yang digunakan untulngukur lebar laut teritori&f’

Pengertian zona ekonomi eksklusif dalam pasaldabah suatu wilayah di
luar dan berdampingan dengan laut teritorial, denkarnya menurut pasal 57
tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut dari gapangkal tempat lebar laut
teritorial diukur. Menurut pasal 56, hak-hak negeaatai pada ZEE ialafi":

a. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan @kspokonservasi
dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati atkanbbayati dari
perairan, dasar laut dan tanah bawah.

b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi elaploitasi seperti
produksi energi air dan angin.

c. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulaatéu, instalasi dan
bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungam pembinaan
maritim.

Pasal 74 mengatur penentuan batas ZEE antara negarg pantainya
bersambung atau berhadapan yang dapat dilakukayanlgrjanjian yang sesuai
hukum internasional guna memperoleh pemecahanrgaaglan adif?

Landas kontinen menurut UNCLOS 1982 pasal 76 teddiri dasar laut
dan tanah di bawahnya, yang menyambung dari laitbrial negara pantai
melalui kelanjutan alamiah wilayah daratannya, ssinkepada ujung luar dari
tepian kontinen atau sampai pada jarak 200 mildaut garis pangkal dari mana
laut territorial diuku®® Landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil Idati
garis pangkal yang digunakan untuk menetukan kawitdrial. Ujung luar dari

tepian kontinen dapat ditetapkan berdasarkan afesbialarsedimentary rockdi

%0 |bid, hal 351

%1 Chairul AnwarOp-Cit, hal. 45
%2 |bid, hal. 48

% Ibid, hal. 58-59



52

luar kaki lereng kontinen atau dengan menarik ggaisg tidak melebihi 60 mil
laut di luar kaki lereng kontinen tersebut. Terdagaa macam cara untuk
menetapkan batas terluar dari landas kontinen swgara yang melebihi 200 mil
laut, yaitu dengan pengukuran 350 mil laut darisgpangkal pantai atau dengan
penentuan jarak 100 mil laut dari kedalaman lautgyenencapai 2.500 meter.
Pasal 77 menyatakan bahwa negara pantai mempueyaillatan atas dasar laut
dan tanah bawah dari landas kontinen, termasulkaldinthya hak eksklusif untuk
mengatur segala sesuatu yang bertalian denganogksplsumber-sumber alam,
seperti pemboran minyak, dan hak atas sumber-suhdati laut. Hak negara
pantai tersebut menurut pasal 78 tidak merubahbsstaikum perairan di atasnya
atau ruang udara di atas perairan ters&but.

Batas landas kontinen dari dua negara yang paataalyng berhadapan
atau bersambung dilakukan dengan perjanjian ataar daukum internasional
dengan menunjuk kepada pasal 38 Piagam Mahkamarnasional guna
memperoleh penyelesaian yang adil. Apabila tidattaeat suatu penyelesaian di
dalam waktu yang layak maka negara-negara yangahmgstan harusalah
menikuti prosedur yang ditentukan bagian 15 UNCLQS82 tentang
penyelesaian perselisih&h.

Penetapan batas maritim harus dilakukan dengardeanai, yaitu melalui
perundingan. Apabila penetapan batas maritim negegara melalui
perundingan tersebut tidak dapat mencapai keseprgkaegara-negara tersebut
dapat memilih cara penyelesaian mef&lui

a. Mahkamah Internasional Hukum laut yang dibentuk dasarkan

ketentuan UNCLOS 1982,

b. Mahkamah Internasional,
c. Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus yang digitdalam Annex VII

dan Annex VIII UNCLOS 1982,

d. Konsiliasi yang diatur dalam Annex V.

54J.G StrarkeQp-Cit, hal. 352
8 Chairul Anwar,bid, hal. 60
% |bid, hal 123
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3.2Proses Pembuatan Perjanjian Batas Maritim

UNCLOS 1982 mengatur bahwa penentuan batas maatitara dua
negara pantai yang berhadapan harus diupayakanamlecgra damai, yaitu
melalui perundingan bilateral agar diperoleh pessa&in yang adil. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Piagam PBB pasal 2. Tahap-fzembuatan perjanjian
batas maritim tidak jauh berbeda dengan tahap-tgf@pbuatan perjanjian
internasional pada umumnya.

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan tahap-tahapyasgan perjanjian
internasioanal secara umum yang meliputi perundingeenandatanganan dan
ratifikasi. Dalam Konvensi Wina 1969 pasal 6-10 agigrkan secara lebih
terperinci tahap-tahap pembuatan perjanjian ingonal. Tahap pertama adalah
penunjukan orang-orang yang melakukan negosiasisieg) atas nama negara-
negara yang akan mengadakan perjanjian. Wakil aedatam perundingan
tersebut harus memiliki akreditasi dan harus dikapgi dengan kuasa yang
menunjukkan statusnya sebagai utusan resmi danebhang untuk menghadiri
dan ikut aktif dalam negosiasi, serta untuk menatap menandatangaiimal act
perjanjian. Wakil suatu negara ditentukan dengatrimen yang sangat resmi,
baik yang diberikan oleh kepala negara atau merteni negeri. Instrumen
tersebut disebut kuasa penuh aéeins pouvoif’ Menurut praktek Inggris, ada
dua jenis kuasa penuh yang diterbitkan untuk wakikil yang memperoleh
kuasa penutf®

a. Apabila perjanjian yang akan dirundingkan berberekjanjian kepala-
kepala negara, kuasa penuh dipersiapkan secaraikimsh pemegang
kedaulatan dan dicap dengan cap negara.

b. Apabila perjanjian yang akan dirundingkan berbenpgkjanjian antar
pemerintah atau antar negara, klausa penuh peatddaht yang
dikeluarkan, yang ditandatangani oleh menteri lnageri dan dicap

dengan cap resmi menteri luar negeri.

®7).G. StarkeQp-Cit, hal. 594
®8 |bid
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Hukum internasional dewasa ini juga memungkinkaeseang yang tidak
memiliki kuasa penuh sebagaimana disebut di atesakili suatu negara dalam
konferensi internasional yang mengikat negara alamd pembentukan suatu
perjanjian, asal saja tindakan orang tersebut keanudisahkan oleh pihak yang
berwenang dari negara yang bersangkutan. Tanpgep&man demikian, segala
tindakan yang dilakukan orang yang tidak nti&irgurat kuasa dianggap tidak
sah, kecuali bila ditentukan lain yaitu naskah syagrjanjian diterima dengan
persetujuan penuh dari semua negara yang turat geranjian. Ketentuan suara
bulat di atas tentu berlaku dengan mutlak bagi m@#ngan untuk mengadakan
perjanjian bilateral. Tanpa ada persetujuan kedisenpa, tidak ada persesuaian
kehendak yang menjadi dasar persetujuan.

Tahap kedua adalah negosiasi dan adopsi. Dalamkukela negosiasi,
para delegasi tetap memelihara hubungan dengan riptmh@ya. Mereka
mendapat instruksi-instruksi sebelumnya yang tididemukakan kepada peserta
lain dan pada setiap tahap mereka boleh mengadakasultasi dengan
pemerintahnya serta meminta instruksi-instruksiubapabila dipandang perlu.
Sebelum membubuhkan tanda tangan mereka fiadh act perjanjian, para
delegasi meminta instruksi-instruksi baru untuk argfatangani instrumen
tersebut yaitu mengenai apakah harus ada resetaasiidalé’

Tahap ketiga, yaitu pengesahan, penandatanganan pastukaran
instrumen-instrumen. Apabila rancangan akhir pg@gantelah disepakati, maka
instrumen tersebut siap untuk dilakukan penendatazary Naskah tersebut dapat
diumumkan untuk jangka waktu tertentu sebelum pea@mganan. Tindakan
penandatanganan biasanya lebih merupakan hal ftamakermasuk dalam
perjanjian bilateral. Pertukaran instrumen oleh ilmakkil negara mengakibatkan
para peserta terikat oleh perjanjian tersebut, jikatrumen-instrumen itu
menentukan bahwa pertukaran tersebut menimbulkibataki.”

Tahap keempat, para delegasi yang menandatangganjmn tersebut

menyerahkan kembali naskah kepada pemerintah marakz persetujuan.

% bid, hal. 596
" bid, hal. 597
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Persetujuan oleh kepala negara atau kepala peaf@mt dari negara
penandatangan yang dibubuhkan pada perjanjiarbtéredeh wakil-wakil yang
berkuasa penuh yang telah diangkat sebagaimananyeestisebut ratifikasi.
Dalam praktek modern, ratifikasi lebih penting gada sekedar informasi saja
karena dianggap sebagai pernyataan resmi suatwaneg@ang persetujuannya
untuk terikat dalam suatu perjanjign.

Dalam Konvensi Wina pasal 2, ratifikasi didefikesn sebagai tindakan
internasional....dengan cara mana suatu negara rp&aetapada taraf
internasional persetujuannya untuk terikat olehtisygerjanjian.”? Ratifikasi
dipandang sebagai hal yang sangat perlu sehingga tatifikasi suatu perjanjian
dianggap tidak efektif. Hal ini dikemukakan olehrdl&stowell yang dikutip oleh
J.G Stark&:

“Menurut praktek yang berjalan saat ini, ratifikagerupakan syarat
esensial; dan konfirmasi kuat tentang kebenaranudddn
ratifikasi demikian itu adalah bahwa hampir setiegktat modern
memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secarastedan karena
itu pada saat ini dianggap bahwa wewenang wakildwgkng
berkuasa penuh dibatasi oleh adanya syarat raifikersebut.
Ratifikasi mungkin merupakan formalitas, namun meakan
formalitas yang esensial; karena instrumen terkddri segi
keefektifan hukum, tidak lengkap tanpa keberadaahny
Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwikesti merupakan pernyataan
suatu negara untuk mengikatkan diri dengan suatgarp@n yang telah
disepakatinya.

Cara ratifikasi merupakan persoalan intern menketséntuan-ketentuan
hukum tata negara masing-masing negara. Praktikmasegara-negara tentang
sistem ratifikasi perjanjian internasional dapdiediakan menjadi tiga golongan.
Sistem pertama bahwa ratifikasi semata-mata di@kulleh badan eksekutif.
Sistem kedua yaitu ratifikasi semata-mata dilakukéeh badan perwakilan.
Sistem pertama dan kedua pad saat ini jarang dil@mBedangkan sistem yang

ketiga adalah ratifikasi perjanjian yang dilakukearsama-sama oleh badan

" bid, hal. 601
2 bid
"L ard Stowell dalam J.G Starkibjd
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eksekutif dan badan legislatif. Dalam golonganterdapat lagi pembagian ke
dalam dua golongan, yaitu sistem campuran dimardarbaeksekutif lebih
menonjol dan sistem campuran dimana badan ledigéatg lebih menonjol.

Dalam hal perjanjian-perjanjian bilateral, ratifkaatifikasi dipertukarkan
oleh negara-negara peserta terkait dan masing-ghastrumen disimpan dalam
arsip-arsip pada Bagian Perjanjian setiap Kemetekiuar Negeri. Biasanya
sebuah proses verbal dibuat untuk mencatat danesahan pertukaran itu.

Tahap kelima adalah pemberlakuan perjanjian. Modalakunya sebuah
perjanjian bergantung pada ketentuan-ketentuararmgem itu sendiri, atau atas
apa yang disepakati negara-negara peserta penanfj@hap keenam adalah
pendaftaran dan publikasi. Charter Perserikatarg@aihangsa dalam pasal 102
menentukan bahwa semua perjanjian internasionaj g#rentuk oleh anggota-
anggota PBB harus sesegera mungkin didaftrakandkeeBakretariat Organisasi
dan dipublikasikan oleh Sekretariat. Tidak satuegaspun dari perjanjian yang
tidak didaftarkan dengan cara ini boleh mengemukasarjanjian tersebut di
muka suatu organ PBB. Hal ini berarti bahwa suaigana pada perjanjian yang
tidak didaftarkan dapat menyandarkan argument-aegymada perjanjian itu pada
waktu berperkara di hadapan International Coudustice atau dalam pertemuan-
pertemuan Majelis Umum atu dewan Keamanan. Tuj@anphsal 102 tersebut
adalah untuk mencegah praktek perjanjian-perjamgasia antara negara-negara
dan untuk memungkinkan rakyat dari negara-negarmoletis menolak
perjanjian-perjanjian demikian pada waktu diumumKan

Tahap terakhir adalah pemberlakuan dan pelaksapeganjian. Tahap
akhir dari proses perjanjian adalah memasukkanraecgata, apabila perlu,
ketentuan-ketentuan perjanjian ke dalam hukum nakidari negara peserta, dan
pemberlakuan ketentuan-ketantuan ini oleh negaseliat, serta administrasi dan

pengawasannya oleh organ-organ internasional yisertukan’

" bid, hal. 608
S bid, hal. 609
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Struktur perjanjian internasional yaitd§ :

1. Mukadimah atau kata-kata pendahuluan, yang andamariengemukakan
tentang nama-nama para peserta dan tujuan dilms@tulnstrumen
tersebut.

2. Klausula-klausula substatif.

3. Klusula-klausula formal atau klausula-klausula pkoter yang
menguraikan hal-hal teknis atau formal, atau masalasalah yang
berhubungan dengan pemberlakuan, atau mulai besgakinstrumen
tersebut. Biasanya klausula-klausula demikian setamisah berkaitan
dengan dengan tanggal instrumen, cara penerimaambykuan
penandatanganan instrumen, mulai berlakunya, masdakhbnya,
pengunduran diri para peserta, pemberlakuan olebngang-undangan
nasional, pemberlakuan terhadap wilayah-wilayahsgdragainya, bahasa-
bahasa yang digunakan, penyelesaian sengketa, amandatau revisi,
pendaftaran, pemeliharaan dan tugas penyimpantariren asli.

4. Penegasan resmi atau pengakuan tanda tangan dmaltaerta tempat
penandatanganan.

5. Penandatanganan oleh wakil-wakil yang berkuasalpenu
Apabila perundingan bilateral yang dilakukan tidaé&ncapai kata sepakat,

maka menurut UNCLOS 1982 negara yang bersengketsebig wajib
menetapkan segera cara penyelesaian yang disepBlaédim UNCLOS 1982
pasal 284 disebutkan jika pada tahap perundingasihmaak ada kesepakatan
maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedwaseengan Annex V yaitu
melalui konsiliasi. Konsiliasi mempunyai arti ludan sempif’ Konsiliasi dalam
arti luas mencakup berbagai macam metode penyatesangketa secara damai
dengan bantuan negara-negara lain atau badan-hzdgrelidik dan komite-
komite penasihat yang tidak berpihak. Konsiliasilada arti sempit yaitu

penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komiskaitaite untuk membuat

®bid, hal. 610
" bid,hal. 673
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laporan beserta usul-usul penyelesaian sengketed&egpara pihak yang terlibat,
namun usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.

Akhirnya jika melalui prosedur konsiliasi para gihtetap belum dapat
menyelesaikan sengketa batas maritimnya maka pikenaprosedur selanjutnya,
yaitu menyampaikan persoalan tersebut ke salahu Isatlan peradilan yang
disediakan oleh UNCLOS 1982 yaitu Mahkamah Inteéomed Hukum Laut,
Mahmamah Internasional, Arbitrse dan Arbitrase KisusSuatu negara pada
waktu menandatangani, meratifikasi atau menerimCLOS 1982 atau pada
waktu kapan saja, melalui suatu deklarasi dapatilesalah satu badan yang
tersedia tersebut untuk mengadili sengketanya. tidak ada deklarasi yang
dimaksud, maka negara tersebut dianggap memililitrasb Arbitrasi, yaitu
menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertenty gi@amakan arbitrator,
yang dipilih secara bebas oleh para pihak, dankakze yang memutuskan tanpa

terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hufu

3.3 Perundingan Batas Maritim Indonesia-Singapura &hun 1973

Wilayah perairan yang memisahkan Indonsia dan $ingasangat sempit
sehingga batas maritim kedua negara hanya beruas keut teritorial. Laut
teritorial mempunyai arti penting bagi Negara pamtaupun kepulauaRertama
laut teritorial berfungsi sebagai pertahanan. Vkalaut yang dimiliki oleh suatu
negara dapat berfungsi sebagai penjaga adanyagaeraari luar, baik secara
terang-terangan maupun diam-diam. Negara mempuralaiuntuk menyelidiki
atau mengawasi setiap kapal yang mencurigakan pangda di dalam batas
wilayah lautnya. Negara pantai juga dapat membangentahanan dan
menempatkan ranjau-ranjau di sekitar lautnya apdbijadi perangkedua laut
teritorial berguna untuk melindungi wilayah terisdnya sendiri terhadap
penyelundup yang memasuki wilayahnya. Semenjak dsddlah terdapat
peraturan perundangan untuk selalu melawan pemj@bam-penyelundupan
yang dapat merugikan kepentingan negara dan berusdgbk dapat menangkap

dan mengadili kapal-kapal yang melakukan pelanggpedanggaran semacam

"8 bid, hal. 647
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itu. Ketiga laut teritorial berfungsi untuk melindungi peniken dan kekayaan-
kekayaan lainnya yang terdapat dalam wilayah kitotial tersebut. Dalam zona
laut teritorial negara-negara lain tidak diijinkamtuk turut mengekspolitasi
kekayaan laut yang dimilikinyd&eempatlaut teritorial berfungsi sebagai sanitasi
dan karantina bagi orang-orang asing yang masukiakem wilayah teritorial
negara pantai melalui laut, dimana orang asingeles terbukti membawa
penyakit menular. Laut teritorial juga dapat begsinrsebagai pelindung terhadap
pencemaran apabila terjadi kebocoran pada kapgkitarinyak.

Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura uhlacena adanya
tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang jdiean kedua negara. Pada tahun
1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu mesklaentang wilayah
perairannya. Deklarasi tersebut dikenal dengan ndbeklarasi Djuanda.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut teritdnidbnesia sejauh 12 mil laut
dari garis pangkal. Pada tahun yang sama, Singajuga mengeluarkan
ketetapan tentang pengukuran lebar laut teritgr@alKarena Singapura pada saat
itu dikuasai Inggris, maka penetapan lebar lautorlnya meniru ketentuan
yang berlaku di Inggris, yaitu berdasarkan teorirn@bus. Teori Cornelius
mengemukakan penetapan lebar laut teritoial suagama adalah sejauh
jangkauan rata-rata tembakan meriam. Pada waktu jalngkauan rata-rata
tembakan meriam adalah sejauh tiga mil. Klaim léhar teritorial yang diajukan
Indonesia dan Singapura tersebut mengalami tumpiadih karena wilayah
perairan yang memisahkan kedua negara lebarnyaddii 15 mil.

Kepentingan ekonomi serta pertahanan dan keamaganmenjadi latar
belakang permaslahan batas maritim Indonesia-Simgajselat Singapura yang
memisahkan Indonesia dan Singapura berada padapglayaran internasional
yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggamgad negara-negara
Eropa, Jepang, Cina maupun Amerika Serikat. Sdt@p banyak kapal yang
lewat dan singgah di kawasan ini, sehingga kawasamenjadi kawasan yang
ramai dan merupakan jalur pelayaran terpadat diad@leh karena itu negara
manapun yang menguasai Selat Singapura akan beakgnierekonomiannya.

Indonesia dan Singapura menyadari potensi SelajaBura tersebut, sehingga
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kedua negara berusaha menguasai kawasan terselputinNletak yang strategis
Selat Singapura juga mempermudah masuknya ancameaman yang datang
dari luar. Hal ini mendorong Indonesia maupun Spuga untuk menguasai
kawasan tersebut agar dapat menjalankan kedaulsgdtorialnya dalam
menghadapi anacaman-ancaman tersebut.

Sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia Siagapura
menyadari pentingnya penyelesaian tumpang tindihmklebar laut teritorial dan
pertentangan kepentingan atas kawasan laut tersebata damai. Oleh karena
itu, pada tahun 1973 Indonesia dan Singapura ysgulama kalinya mengadakan
perundingan untuk menentukan batas maritim kedugarae Batas maritim
tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu batas tmaribagian timur, tengah dan
barat. Dalam perundingan yang dilakukan tanggal Wi 1973 di Jakarta
tersebut, kedua negara hanya berhasil menentukas baaritim bagian tengah
saja.

Gambar 3.1 di bawah ini merupakan hasil kesepakbtaas maritime
Indonesia-Singapura bagaian tenah. Dari gambaeltetsdapat dilihat bahwa
perundingan Indonesia dan Singapura yang didakada pehun 1973 tersebut
telah berhasil menentukan batas maritim bagianaterygng berupa garis lurus
yang ditarik dari enam titik yang titik koordinatmytelah disepakatai kedua
negara. Perundingan bilateral tahun 1973 terselgat jnenetapkan Pulau Nipah
sebagaimedian line Indonesia-Singapura. Dari gambar tersebut jugaatdap
diketahui bahwa kedua negara masih menyisakan dggarb yang belum
ditentukan batasnya. Daerah yang belum ditetapk&esetut adalah daerah dari
titik dasar pertama ke arah barat sepanjang 18 &mddri titik dasar keenam ke
timur sepanjang 26,8 km. Indonesia dan Singapupaksg untuk mengadakan
perundingan lanjutan untuk menyelesaikan bataséedgara pada kedua bagain

tersebut
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f Gambar 3.1 Batas Maritim Indonesia-Singapura &agiengah
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Perundingan batas maritim Indonesia-Singapura datS&ingapura
ditanda tangani oleh kedua negara pada tanggal 2% M73. Dalam
penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintadnésia diwakili oleh Adam
Malik dan pemerintah Singapura diwakili oleh S. &ajnam. Pemerintah
Indonesia lalu meratifikasi kesepakatan ini pad®esember 1973 sedangkan
Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus 1974

3.4Faktor—faktor Pendorong Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-
Singapura

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerin@ddnesia untuk
segera menyelesaian batas maritimnya dengan Siregdpertama pemerintah
Indonesia mengkhawatirkan reklamasi pantai Singaplkan menggeser batas
maritim kedua negara ke arah selatan. Reklamasiipgang dilakukan Singapura
tersebut telah berhasil memperluas wilayah dargtnn Indonesia
mengkhawatirkan perluasan wilayah tersebut akangoieh garis pantainya
sehingga wilayah perairan Singapura bergeser kesalatan. Pergeseran wilayah
perairan Singapura berarti juga akan mengakipabiergesernya batas maritim
Indonesia-Singapura dan wilayah perairan Indonefiiakawasan ini akan
berkurang.

Kedua kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riatuk
diekspor ke Singapura telah mengakibatkan abrastapayang mengancam
hilangnya titik-titik pangkal Indonesia. Penambamgzasir memang dianggap
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadapddeian Asli Daerah.
Hampir 84% komoditi yang diekspor oleh PropinsiatRiadalah pasir laut.
Kegiatan penambangan itu dilakukan secara besardressehingga hampir
seluruh wilayah perairan di Propinsi Riau sudahaplig-kapling oleh para

pengusaha. Hingga Juni 2002 tercatat 67 perusdbkdnyang mengantongi izin

¥ N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantikap-Cit, diakses tanggal 18 Maret 2005
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melakukan eksploitasi pasir laut, dan 300 perusata@anya sudah memiliki izin
eksplorasi®

Metode pengambilan pasir terbagi dua, yaitu dengaelakukan
pengerukan dan dengan menggunakan pipa penyedgard&ekuatan yang besar.
Pengambilan pasir laut di Kepulauan Riau dilakukangan mengunakan pipa
penyedot yang berkekuatan besar. Penambangan yeemr dilakuakan secara
terus menerus dan secara besar-besaran tersebgakiietkan pantai menjadi
curam sehingga timbul abrasi. Abrasi pantai tel@mgalami percepatan dalam 2-
3 tahun belakangan ini, dan telah menenggelamkderapa pulau kecil di
Kepulauan Riau. Abrasi pantai tersebut juga memgdkan hampir tenggelamnya
Pulau Nipah yang berfungsi sebagaéedian lineIndonesia-Singapura. Pulau
Nipah yang semula luasnya 90 hektar dengan ketngd,5 meter dari
permukaan laut kini merosot drastic hingga tingg@lhektar dengan ketinggian
hanya tersisa satu meter saat padadika terjadi gelombang besar, Pulau Nipah
nyaris tidak tampak.

Ketiga adalah untuk menjaga keamanan wilayah teritdrnaonesia.
Secara umum wilayah perbatasan laut atau peramdonésia dengan negara-
negara lain menghadapi ancaman teritorial oleh kgera separatisme,
penyelundupan, perompakan d#egal fishing Untuk menanggulangi ancaman
tersebut, angkatan laut Indonesia mengadakan pgisigamanan wilayah
perairan Indonesia. Namun belum adanya batas imayiang jelas antara
Indonsia dan Singapura mengakibatkan angkatarkéalita negara sering bentrok
ketika melakukan patroli pengamanan di daerah pesha.

Pemerintah Singapura pada awalnya selalu saja nmefaghbila diajak
berunding masalah penyelesaian batas maritim Irgi@i&ngapura. Namun pada
tahun 2003 pemerintah Singapura mulai menampakkambphan sikap dalam

menangani permasalahan batas maritim Indonesiafimg. Pergantian

80 KALIPTRA SumatraNeraka Bagi Kehidupan Nelayan Tradisional
http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/taeraka-nelayan-kk-08080diakses
tanggal 18 Maret 2005

81Swasta Dilibatkan Kelola Pulau Nipah
http://www.kompas.com/kompas-cetak0502/02/ekont®di7 341.htm diakses tanggal 16 Mei
2005
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kepemimpinan di Singapura semakin membuka peluatgkiannya perundingan
penyelesaian batas maritim tersebut. Melalui pearhan-pembicaraan bilateral
kedua kepala negara, Singapura akhirnya menyepakatk segera melakukan
perundingan guna menyelesaikan batas maritimnya.

Persetujuan Singapura untuk melakukan perundingaygbesaian batas
maritim Indonesia-Singapura dilatar belakangi kdéipgan nasionalnya, yaitu
membuka kembali impor pasir laut dari Indonesialolmresia menjadi pemasok
kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi Singamejak tahun 1976. Pasir
laut tersebut berasal dari Propinsi Riau dan Peobangka Belitung.

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Pasir Laut untuk RekkirRantai Singapura

Nama Proyek Jumlah (m®) Status Selesai
1. | Pasir Panjang Tahap I 150 Berlangsung 2008
2. | Pantai Changi 300 Berlangsung 2003
3. | Kepulauan Barat 900 Berlangsung 201d
4. | Pulau Jurong 200 Berlangsung 2010
5. | Kepulauan Timor Laut 200 Tender 2005
6. | Reklamasi Tuas 40 Tender 2005
7. | Reklamasi Punggol 10 Tender 2005
8. | Pulau Sentosa 15 Tender 2005

Sumber:http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/gaditam_neraka_kk 0808
02
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa proydamasi pantai yang

tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Singapueniliki kebutuhan pasir
laut yang bervariasi, dari mulai 10 juta meter kukampai 900 juta meter kubik.
Total kebutuhan untuk seluruh proyek tersebut #ipskan mencapai 1,6 milyar
meter kubik. Namun, pada kenyataannya jumlah pasiryang dibutuhkan jauh
melebihi jumlah tersebut.

Pembelian pasir laut dilakukan oleh perusahaan lk&eauk yang

kemudian bertanggung jawab untuk membawa pasir [dk&isi penambangan
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sampai dengan ke lokasi reklamasi. Negara-negardlibekapal keruk tersebut
antara lain Rusia, Belgia, Belanda, Jepang, Kokegen pelaksana reklamasi
pantai Singapura membeli pasir laut dari kapal keseharga S$ 3,9 — 4/meter
kubik. Sedangkan perusahaan kapal keruk membeili gas pemegang kuasa
pertambangan dengan harga jual di lokasi penimbsedesar S$ 1,75 /meter
kubik. Harga ini bersifat fluktuatif karena tergangy dari negosiasi antara
pembeli dan penjual pasir laut.

Dalam satu kali kegiatan penambangan pasir laap kapal mampu
menyedot sekitar 60 ribu meter kubik dan dalam &aiu setiap kapalnya bisa
bolak-balik sebanyak lima kali atau lebih dari Iskgenambangan ke lokasi
reklamasi. Hal ini berarti 300 ribu meter kubiksiedot setiap harinya untuk satu
kapal. Bila minimal terdapat 10 kapal yang beropermaka pasir laut yang
tereksploitasi setiap harinya sebanyak 3 juta mktdrik dan dalam setahun
sebanyak 750 juta meter kubik untuk masa kerjd 250 hari.

Volume penambangan pasir ilegal ternyata lebih mekai volume
penambangan pasir legal. Hal itu berakibat padagi@n keuangan negara yang
sangat besar. Tercatat volume ekspor pasir legall Ri93 juta meter kubik
perhari, sedangkan volume impor pasir Singapura Riau mencapai 2,02 juta
meter kubik perhari dengan nilai mencapai Rp 1In8%ar. Berarti terdapat
selisih sebesar 1,10 juta meter kubik setiap Wamnlah yang tidak tercatat ini
merupakan pasir ilegal yang diambil tanpa izin didak didaftarkan. Dengan
perhitungan itu, negara telah dirugikan sebesa8 B¢ milyar setiap hari. Dalam
setahun angka tersebut mencapai Rp 2,24 trflun.

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia menutup kegieltspor pasir
lautnya, terutama ekspor pasir laut yang ditujukatuk memenuhi kebutuhan
reklamasi pantai Singapura. Larangan ini tertuangalard SKB
No0.117/MPP/Kep/2/2003 yang ditanda tangani olehi Rdnwandi sebagai
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pelarangeebut berlaku sejak

tanggal 18 Februari 2003. Kegiatan penambangamr [@di selama ini dinilai

% |bid
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tidak cukup memberikan kontribusi bagi devisa Irela, justru telah
mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan menkahwabrasi pantai.
Indonesia merupakan pemasok utama kebutuhan pagir Singapura
untuk proyek reklamasi pantainya. Adanya larangansebut tentu saja
mengganggu pelaksanaan proyek reklamasi pantaaimg. Indonesia bersedia
membuka kembali ekspor pasir lautnya ke Singapilaigbrjanjian batas maritim
kedua negara telah selesai dibuat. Hal ini mampmakea Singapura untuk

secepatnya melaksanakan perundingan batas maetoaknegara.

3.5 Upaya Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Siagura

Indonesia dan Singapura telah melakukan beberdpadiemuan untuk
membicarakan penyelesaian batas maritim kedua aelgada 26 September 2001
Presiden Megawati bersama dengan Menko Polkam, ®ldMdrekonomian,
Menko Kesra dan Meneg BUMN melakukan kunjungan keg&pura. Dalam
pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesideme dengan delegasi
Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Tong, Men&nior Lee Kuan Yew,
Wakil PM/Menhan Dr Tony Tan, Menlu Jayakumar séftnteri Pendidikan dan
Menteri Pertahanan ke-2 Teo Chee Hean. Pertemudaterbl tersebut
membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjabdataral dan regional di
bidang politik, ekonomi dan social serta menyepakantuk berupaya
menyelesaiakan maslah-masfaending” diantara kedua negara yang selama ini
dianggap sebagai isu-isu sensitif melalui cara-g@eaundingan yang sifatnya
“quiet diplomacy”. Pihak Indonesia mendesak pemerintah Singapoiak u
mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat Sl@Mata kedua negara untuk
menyelesaikan masalah-masalah tersébut.

Pada tanggal 1 November 2001 bertempat di Kemantéwuar Negeri
Singapura diadakan pertemuan tingkat tinggi (SOMylohesia-Singapura.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jendé#&lLN, sedangkan delegasi
Singapura diimpi olehPermanent SecretariKemlu Singapura. Tujuan SOM

tersebut adalah untuk mengetahui dan memahamiiposising-masing serta

8 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 : Bukal 19
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membicarakan lebih jauh langkah-langkah dan pelugnga meningkatkan
kerjasama bilateral dan upaya mengatasi berbagaibdtan atau masalah-
masalah yang ada maupun yang akan timbul di masmnéfe

Berdasarkan agenda yang disepakati bersama, penentersebut
dilaksanakan dalam dua tahap. Dalam pembahasan pehtama, ketua delegasi
Indonesia menjelaskan masalah-masalah bilateralg ydrmangkat Presiden
Indonesia dalam pembicaraan dengan Perdana Mediteyapura pada waktu
mengunjungi Singapura bulan September 2001, ysitudnaga kerja Indonesia,
ekstradisi, kabut, penyelundupan dan hak pengemndaliara. Masalah bilateral
yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah haigepdalian udara,
terorisme, perbaikan ekonomi, penanganan Selat Kdatian batas maritim.
Dalam tahap kedua pertemuan sempat menyinggung degsmn ASEAN dan
penyempurnaan persetujuan perdagangan bebas keégaran Namun
pembicaraan tentang batas maritim yang dilakukalandgpertemuan tingkat
tinggi Indonesia-Singapura belum berhasil menetapkatas maritim kedua
negara.

Pada Februari 2002, pemerintah Indonesia meldiiRIKSingapura secara
resmi menyampaikan keinginannya untuk segera memetandingan penetapan
batas maritim yang belum terselesaifanial ini dilatar belakangi kekhawatiran
Indonesia akan kegiatan reklamai pantai yang diakuSingapura. Namun
pemerintah Singapura tidak memberikan tanggapamadep permintaan
Indonesia tersebut.

Sepanjang tahun 2003 berbagai isu bilateral yaegsisf seperti
ekstradisi, perdagangan gelap pasir laut, datst#taFIR, MTA, illegal logging
dan pencucian uang para konglomerat Indoensia tenuscul dan mewarnai
hubungan Indonesia-Singapura yang diangkat meladubagai saluran, baik
formal maupun informal. Perubahan sikap Singapaiand menangani masalah
tersebut terjadi setelah pertemuan Presiden Megadostkarnoputeri dan PM

Goh Chok Tong pada Agustus 2003. Singapura mergatddesepakatannya

84 |1h;
Ibid
8 Laporan tahunan KBRI Singapura tahun 2002 : Bukall 9
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untuk membentukloint Cooperation Councilmemulai perundingan perjanjian
ekstradisi dan penyelesaian perundingan batas imafitdonesia-Singapura.

Meskipun kesepakatan lisan tersebut belum mengaaidh bentuk kesepakatan
yang kongkrit, namun perubahan sikap Singapuraeletssudah merupakan
kemajuan bagi penyelesaian masalah-masalah bllatereena selama ini

Singapura selalu menghidar bila diajak berundingats tersebut, termasuk
masalah batas maritime kedua negara.

Pada 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan PNa@img menyepakati
penyelesaian batas maritim kedua negara melaungegan delimitasi. Namun
padainformal exchange2003, pemerintah Singapura meminta keluangan dalam
melakukan perundingan batas maritim Indonesia-pungakarena negosiatornya
sedang melakukan perundingan masalah Pedra Brigada. 10 September 2003
dalam kunjungan kerja Menlu Indonesia, Menlu Singap menyampaikan
kesediaannya untuk menugaskan pejabat tingkat stekmtuk melakukan
perundingan batas maritim dengan Indon&sia.

Pergantian kepemimpinan di Singapura terjadi padaAgustus 2004
dimana Lee Hsien Loong dilantik menjadi PM baru ggatikan Goh Chok Tong.
Proses pergantian kepemimpinan ini terlaksana dptases transisi yang teratur,
rapi dan teliti dengan cara penyaringan dan madsag calon PM, menteri-
menteri maupun pejabat terasnya. Lee Hsien Loondisdelah bekerja dalam
kabinet Singapura selama 20 tahun, termasuk diraala 14 tahun menjadi DPM
dengan pertepel beragam. Selain itu, sejak tahu®8 119e Hsien Loong
memegang jabata@hairmandari Monetary Authority of Singapor@MAS), dan
pada tahun 2001 juga menjabat sebagai menteri ganafada saat menerima
jabatan PM, Lee Hsien Loong memutuskan tetap mengegzbatan sebagai
menteri keuangan, sedangkan kedudukdrairman MAS dipercayakan pada
mantan PM Goh Chok Tong. Sedangkan pergantian kepg@nan Indonesia
terjadi pada 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyyang memenangkan

8 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 : Bukal. 9
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pemilihan umum putaran kedua akhirnya dilantik radnjPresiden Indonesia
menggantikan Megawati Soekarnoput&ri.

Pergantian kepemimpinan yang terjadi di Singapdem Indonesia
membuka peluang penyelesaian isu-isu sensitif ysglgma ini mengganjal
hubungan kedua negara. Penyelesaian batas martdonésia-Singapura juga
mulai mendapat perhatian dari kedua pihak. Pada&iber dan 30 Desember
2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Hsgen Loong
mengadakan pertemuan bilateral dimana salah satendagya adalah
menyelesaikan batas maritim kedua negara. Perterteraebut menyepakati
persoalan batas maritim kedua negara akan disakesesecara adil dan pantas
sesuai dengan cara-cara bertetangga yandg'baik.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan Presiden Indomies: PM Singapura
tersebut, pada tanggal 17-18 Januari 2005 di Surgapiadakan pertemuan
penjajagan antara kedua negirdalam pertemuan tersebut pihak Indonesia
berhasil untuk menekan pihak Singapura untuk mesgédtan masalah
perbatasan untuk melengkapi perjanjian perbatasémint 1973. Pertemuan
tersebut juga membicarakan isu-isu bilateral yaagnya yang mengganjal
hubungan kedua negara selama ini.

Pembicaraan dilanjutkan dalam pertemuan teknisptabertama yang
diadakan pada 28 Februari 2005. Delegasi Indoragipimnpin oleh Arif Havas
sebagai Direktur Perjanjian Internasional BidanglitiRp Keamanan dan
Kewilayahan Deplu RI, sedangkan delegasi Singaplipanpin oleh S. Tiwari
sebagaiPrincipal Senior State Councidevisi Urusan Internasional dari Kantor
Kejaksaan Agung Singapura. Pada pertemuan tekinép tpertama itu delegasi
masing-masing negara menyampaikan pandangannyangwasaising soal
pendekatan-pendekatan apa yang bisa digunakan umémyelesaiakn maslah

87 SoedradjadSingapura Baru dan Indonesia Baru,
http://kolom.pacific.net.id/ind/soedradjad/artikelsoedradjad_djiwandono/singapura_baru_dan_i
ndonesia_baru.htmtliakses tanggal 20 Mei 2005

8 RI-Singapura Bernegosiasi Soal Perjanjian Ekstradis
http://www.indonesia.nl/arrtikel.php?rank=23&artt dd=46&status=archivediakses tanggal 20
Mei 2005

8 Menlu: Batas Laut Indonesia-Singapura Tuntas 2005,
http://www.tnial.mil.id/beritd.php3?id=662liakses tanggal 20 Mei 2005
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perbatasn itu, tukar menukar pengalaman dalam feEgajan masalah serupa, dan
juga menyepakati pertemuan regular yang dijadwaklkekitar lima atau enam
bulan sekalf?

Arif Havas menyampaikan bahwa penyelesaian pelatzsa perbatasan
tersebut tidak bias dilakukan sekaligus tetapi siasacara bertahap. Hal ini
menyebabkan belum bisa dipastikan kapan masalalbatpsan maritim
Indonesia-Singapura akan bisa diselesaikan, watawaui pertemuan tersebut
kedua negara sudah bertekad untuk menyelesaiakamagsahan ini secepat
mungkin®*

Dari penjelasan di atas, secara singkat upayasupeyng dilakukan
Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan petatsaatas maritim kedua
negara dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut.

% RI-Singapura Bahas Perbatasan,

Qlttp://www.kompas.com/kompas%Zcetak/O503/01/In/ﬂ&%’ntm diakses tanggal 20 Mei 2005
Ibid
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Tabel 3.2 Upaya-upaya Penyelesaian Batas Manitdoriesia-Singapura

- D

U

No. Tanggal Upaya yang Dilakukan Hasil
1. 7-8 Mei Perundingan batas maritim yang | Disepakatinya batas maritin
1973 pertama antara Indonesia dan Indonesia-Singapura bagia
Singapura tengah
2. 25 Mei Penandatanganan perjanjian batas Perjanjian tersebut
1973 maritim Indonesia-Singapura bagigrditandatangani oleh Adam
tengah Malik sebagai wakil dari
pemerintah Indonesia dan
Rajaratnam sebagi wakil
dari pemerintah Singapura
3. 26 Perundingan bilateral untuk Kesepakatan untuk
September | menyelesaikan masalah-masalah | mengadakan pertemuan
2001 pending kedua negara. Pihak pejabat tinggi setingkat
Indonesia dipimpin Presiden SOM untuk menyelesaikan
Megawati sedangkan pihak masalah-masalghending
Singapura dipimpin PM Goh Chok| kedua negara
Tong
4. 1 Novemben Pertemuan pejabat tinggi IndonesiaBelum berhasil
2001 Singapura. Pihak Indonesia dipimpimenyelesaikan batas
oleh Direktur Jendral HELN maritim Indonesia-
sedangkan pihak Singapura oleh | Singapura
Permanent Secretagemiu
Singapura
5. Februari KBRI Singapura secara resmi Tidak mendapat tanggapan
2002 menyampaikan keinginannya untuk dari pemerintah Singapura
menyelesaikan batas maritim kedua
negara
6. 4 Agustus | Pertemuan Presiden Megawati dan Kesepakatan untuk
2003 PM Goh Chok Tong yang salah safunengadakan perundingan
agendanya membicarakan batas | delimitasi
maritim kedua negara
7. 8 November Pertemuan Presiden Susilo Bambanftedua kepala negara
dan 30 Yudoyono dan PM Lee Hsien Loongepakat untuk
Desember | yang salah satunya membicarakarn menyelesaikan
2004 penyelesaian batas maritim kedua| permasalahan batas
negara maritimnya dengan cara
damai
8. 17-18 Pertemuan penjajagan antara Kesepakatan untuk
Januari Indonesia-Singapura mengadakan perundingan
2005 batas maritim kedua negara
pada bulan Februari 2005
9. 28 Februari| Pertemuan teknis tahap pertama | Kesepakatan untuk
2005 untuk menyelesaiakan batas maritjrmengadakan pertemuan

Indonesia-Singapura. Pihak
Indonesia dipimpin oleh arif Havas
sedangkan pihak Singapura

regular setiap lima atau
enam bulan sekali

dipimpin oleh S. Tiwari
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Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwadataritim Indonesia-
Singapura berupa batas laut teritorial. Menurut UNS 1982, penentuan batas
laut teritorial dapat dilakukan dengan penetapatisgangah maupun melalui
perundingan bilateral. Pada tahun 1973, IndonesigaBura melakukan
perundingan untuk menetukan batas maritimnya, napemndingan tersebut
hanya menyepakati batas maritim bagian tengah Bafa tahun 2002, Indonesia
memulai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas imakarena Indonesia
mengkhawatirkan adanya pergeseran batas maritig geésebabkan reklamasi
pantai Singapura. Pada awalnya, Singapura engguk umenyelesaikan batas
maritim tersebut. Namun setelah adanya pergangperkimpinan dan ditutupnya
impor pasir laut dari Indonesia, Singapura mulasédia diajak berunding untuk

menyelesaikan batas maritim kedua negara.
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IV. DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA
TERHADAP BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA

Terdapat tiga dampak reklamasi pantai Singapurgy yé&kan dipaparkan
pada bagian ini, yaitu dampak bagi batas maritidothesia-Singapura, bagi

Singapura sendiri dan bagi Indonesia.

4.1 Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maditim
Indonesia-Singapura
4.1.1 Terhadap Batas Maritim Bagian Tengah

Pada tahun 2002 Indonesia mulai mengkhawatirkatamesi pantai
Singapura akan menggeser batas maritim Indonesgafira, baik yang telah
ditentukan maupun yang belum ditentukan. Sampdiisgaebatas maritim yang
telah ditentukan kedua negara hanya batas bagiajatiesaja. Batas maritim
tersebut berupa garis lurus yang ditarik dari itik yang koordinatnya telah
ditetapkan kedua negara dalam perundingan tahuB. 1®&rundingan tersebut
juga menetapkan Pulau Nipah sebagadian linekedua negara. Kekhawatiran
Indonesia akan terjadinya pergeran batas maritga plikarenakan pada saat ini
Pulau Nipah tersebut hampir tenggelam.

Menurut hukum internasional, batas bagian tengedelbeit tidak bergeser
walaupun Singapura mereklamasi pantainya. Hal imjadakan Konvensi Wina
1969 pasal 2 tentang perubahan fundamental keddsalaan dalam perjanjian
internasional menyatakaff :

1. Perubahan fundamental keadaan-keadaan yang telgdi te
berkenaan dengan keadaan-keadaan yang ada pada saat
penetapan traktat dan tidak diperkirakan oleh paaerta, tidak
boleh dikemukakan sebagai suatu alasa untuk memgaliu
menarik diri dari traktat, kecuali :

92).G StarkeQp-Cit, hal. 623
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a. adanya keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar
esensial dari kesetujuan para peserta untuk tedket
traktat

b. akibat dari perubahan terebut secra radikla merguba
luasnya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan
menurut traktat

2.Suatu perubahan fundamental keadaan-keadaan tidih b
dinyatakan sebagai suatu alasan untuk mengakhatpah
mengundurkan diri dari traktat

a. apabila traktat itu menetapkan garis perbatasavapsan;
atau

b. apabila perubahan yang fundamental itu merupakimaiak
dari suatu pelanggaran oleh pihak  yang
mengemukakannya baik atas kewajiban berdasarkan
traktat itu atau atas kewajiban internasional lgang
diemban oleh peserta lain pad traktat itu

3. Apabila berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, saturanggeserta
akan mengemukakan suatu perubahan fundamental dari
keadaan-keadaan sebagai suatu landasan untuk rhengadu
mengundurkan diri dari suatu traktat, maka pesiutadapat
juga mengemukakan perubahan-perubahan tersebuigaseba
suatu landasan untuk menangguhkan berlakunya tiakta

Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969 pasah® 2g/tersebut, maka batas
maritim Indonesia-Singapura bagian tengah tidakhaderubah atau mengalami
pergeseran karena perjanjian batas negara bdis#htlan tidak dapat dirubah.
Hasyim Dijalal, yang dulunya ikut dalam perundingbatas maritim
Indonesia-Singapura tahun 1973, juga mengemukaledwd batas maritim
kedua negara bagian tengah telah ditetapkantititikkoordinatnya, sehingga
perluasan daratan Singapura tidak akan mengubahvegaggeser batas maritim
tersebuf® Lebih lanjut Djalal mengemukakan bahwa bila Pulipah benar-
benar tenggelam tidak akan menggeser batas m&etima negara kearah selatan
karena titik koordinat batas maritimnya telah ditd@an®® Perubahan hanya
dimungkinkan terjadi pada wilayah teritorialnya,gbandonesia yang semula

darat menjadi laut sedangkan Singapura yang sdeutlanenjadi darat.

9 Konsekuensi Penambangan Pasir Laut dan Keberlanj@ahari
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/05/bah@di?®2.htm diakses tanggal 20 Mei 2005
94 1

Ibid
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4.1.2 Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura Bgian Timur dan

Barat

Batas maritim Indonesia, yang berupa batas laitbtied, pada bagian
timur dan barat sampai saat ini belum ditentukasgitan reklamasi pantai yang
dilakukan Singapura untuk memperluas wilayah dargta mengakibatkan
bergesernya jalur laut mereka ke arah selatan, lparayti juga akan menggeser
batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian tohaar barat ke arah selatan.
Menurut hukum internasional, pergeseran ini daggadi karena batas maritim
kedua negara belum selesai ditentukan dan dimukahkiadanya perubahan titik

pangkal Singapura yang digunakan dalam penentuas baaritim tersebut.

4.1.2.1 Belum Selesainya Perundingan Batas Maritimindonesia-Singapura
di Bagian Timur dan Barat
Penetapan batas maritim, yang berupa batas ldtdrigd, antara dua
negara pantai diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 1ifi) y&

Where the coast ot two states are opposite or edljao each
other, neither of two states is entitled, failingrgement between
them to the contrary, to extend its territorial begond the median
line every point of which is equidistant from theamest points on
the baseline from with the breadth of territoriehs of each of the
two states is measured. The above provision doésapply,
however, where it is necessary by reason oh histdle or other
special circumstances to delimit the territoriabseof the two
States in way which is at variance therewith.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia dan @irgasepakat mengadakan
perundingan untuk menentukan titik-titik koordingdris tengah sebagai batas
maritim mereka. Pada tahun 1973 diadakan keduaragglah menyepakati batas
maritim bagian tengah. Namun, sampai saat ini bhatagan timur dan barat

belum juga ditentukan. Daerah yang belum ditetapg&esebut adalah daerah dari
titik dasar pertama ke arah barat sepanjang 18&mddri titik dasar keenam ke

timur sepanjang 26,8 k. Titik dasar yang dimaksud adalah titik dasar yang

% Chairul Anwar,OpCit, hal. 147
% Batas Wilayah Maritim Rl Belum Rampung,
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasi®08B18 diakses tanggal 20 Mei 2005
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telah ditetapkan dalam perundingan batas maritidu&enegara tahun 1973. Pada
kedua ujung timur dan barat tersebut, terdagainction yang penentuan batas
maritimnya harus dilakukan melalui perundingan tigggara, yaitu Indonesia,
Malaysia dan Singapura. Belum selesainya batastimahdonesia-Singapura
memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dakmetapan batas maritim
tersebut.

Penentuan batas maritim bagian timur dan barat pehgn terselesaikan
sampai sekarang dikarenakan adanya faktor-faktoghmembat yang dihadapai
masing-masing negara dalam menangani persoalamtpsaimnnya. Dari pihak
pemerintah Indonesia, masalah penanganan perbatesasiapat hambatan dari
berbagai aspek. Pertama dari aspek hukum, yaiwnrbedanya pegangan dan
pengaturan yang jelas dan menyeluruh tentang batlsmesia dengan negara-
negara lain. Indonesia memang bisa mengajukan k&@pihak tentang batas-
batas wilayahnya, namun klaim sepihak tersebutnbbe&ntu diakui oleh negara
tetangganya secara langsung atau berlaku secamatigo di lingkungan
internasional. Agar lebih efektif, klaim tersebitethpkan dalam Undang-undang
batas wilayah atau dimasukkan dalam UUD kemudidepdsitkan ke PBB.
Penetapan sepihak tersebut hanya bersifat klaindgbhetuan untuk sekedar
diketahui oleh negara lain. Reaksi apapun yang oludari negara tetangga dapat
dipakai sebagai langkah selanjutnya untuk maju &@perundingan dan mencari
kesepakatan mengenai batas negara yang sesunggiaman sampai saat ini,
Indonesia belum mendaftarkan titik-titik koordinlatas wilayahnya ke PBB,
bahkan Indonesia belum memperbaharui titik-titikoddinat pulau terluarnya
setelah Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangalaydia.

Dari aspek kelembagaan atau institusioanal, selamaasalah-masalah
batas wilayah dan perbatasaan yang terkait dengariidak ditangani secara
efektif dan tidak terkoordinasi dengan b&ikHal ini bukan dikarenakan tidak
adanya lembaga yang menangani, hamun karena lefdragaga yang ada
kurang menjalankan fungsinya. Lembaga yang adandorlesia mempunyai

wewenang dan tanggung jawab yang terbatas darsa@rpisah dalam masing-

" Poltak Partogi Nainggola@p-Cit, hal. iv
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masing induk institusnya, yaitu imigrasi beradaawah kendali dan koordinasi
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia/Menko Rulkpabean berada di
bawah kendali dan koordinasi Menteri Keuangan/Meaekonomian, dan
karantina di bawah kendali dan koordinasi Menteeis&hatann/Menko Kesra.
Akibatnya, sulit menghasilkan keputusan dan kehijpkyang baik dalam
menangani masalah perbatasan, sehingga permasafmrbatasan tersebut
berkembang semakin buruk bagi Indonesia yang meiagivaya.

Dari aspek politik, permasalahan yang muncul meagéatas negara
adalah belum tuntasnya perundingan bilateral gr@arerintah Indonesia dengan
negara-negara tetangganya, khususnya mengenaiikaenditik-titik koordinat
yang menjadi pangkal dalam pengukuran batas nedmma batas kedaulatan
teritorial masing-masing negataPerundingan tentang titik-titik koordinat yang
menjadi pangkal dari batas negara tersebut sutpdi karena berhubungan
langsung dengan kedaulatan negara dalam mengeksipttan mengeksploitasi
sumber daya alamnya. Selain itu, perundingan ydagukan untuk memecahkan
permasalahan perbatasan masih banyak yang bamsiféénsil dan situasional.

Dari aspek teknis, acuan-acuan teknis survey pemetaasih bersifat
parsial, akibatnya senantiasa memerlukan waktudkoasi yang panjang dan
berbelit. Dinas Hidro-Oseanografi Angakatan Lauahemelaksanakan survey
pemetaan sejak tahun1989 hingga tahun 1995. Sefefadr Leste merdeka dan
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malay maka perlu dilakukan
survey pemetaan ulang untuk menemukan titik-titdngkal dasar dan garis
pangkal baru. Data tersebut harus segera didap&idw@Ena sangat diperlukan
dalam perundingan perbatasan Indonesia denganareggara tetangganya.

Dari pihak Singapura, negara tersebut juga belummitiké pengaturan
batas wilayah yang jelas. Hal ini dikarenakan Spouga saat ini masih
melaksanakan perluasan wilayah daratannya dendan jaklamasi pantai.

Reklamasi pantai Singapura tersebut, tidak hanyan akemperluas wilayah

98 i

Ibid, hal v
% | aksamana TNI Bernard Kent SondaRteran TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan
Pulau Terluar R] makala disampaiakan dalam diskusi ilmiah “Kasiga&an-Ligitan : Masalah
Pengisisan Konsep Negara Kepulauan” di Fakultasukuldniversitas Indonesia, 5 Februari 2003
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daratannya tetapi juga dapat mengubah wilayah re@raja karena Singapura
dimungkinkan menggunakan titik-titik pangkal barariddaratan yang telah
direklamasi dalam penentuan wilayah perairannyaanfd kegiatan reklamasi
pantai tersebut membuat Singapura sampai saatigai pelum mendepositkan
titik-titik terluarnya ke PBB.

Dari segi politik, penanganan permasalahan yanguirsangat tergantung
pada pola untung dan rugi yang akan didapatkarafimg. Pemerintah Singapura
selalu mencoba menghindari perundingan batas ahlayang tidak
menguntungkan dirinya, terkecuali negara tetanggamgmiliki posisi tawar yang
dapat memaksa Singapura melakukan perundingan.aBelahan batas maritim
Indonesia-Singapura juga tidak ditangani dengak bl@h pemerintah Singapura.
Pihak Singapura selalu menghindar bila diajak meédak perundingan untuk
menyelesaiakan batas maritim kedua negara. Nanelalsgpemerintah Indonesia
mengeluarkan larangan ekspor pasir laut ke Singapakhirnya pemerintah
Singapura berubah sikap dan mulai bersedia melakpé&rundingan penyelesaian

batas maritim kedua negara.

4.1.2.2 Perubahan Titik-Titik Pangkal Singapura

Reklamasi pantai Singapura tidak hanya mengubaluketaratannya,
namun juga menghilangkan titik-titik pangkalnya gatama. Hilangnya titik
pangkal yang lama tersebut dapat dimanfaatkan Sungadalam menetukan titik
pangkal yang baru dari daratan yang telah direkéamddal tersebut
dimungkinkan karena UNCLOS 1982 sendiri tidak meémgaenarikan garis
pangkal dari pulau lami yang direklamasi.

Dalam UNCLOS 1982 pasal 11 juga disebutk8h :

For the purpose of deliminating the territorial ,sttee outermost
permanent harbour work which form an integral pathe harbour
system are regarded as forming part of the coafftshore
installations artificial islands shall not be catesied as permanent
harbour works.

190 Chairul Anwar,Op-Cit, hal. 148
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Menurut pasal 11 tersebut, Singapura juga dapat amfatkan instalasi
pelabuhan permanen yang dibangunnya sebagai ttigkal dalam penentuan
wilayah lautnya.

Di bawah ini merupakan gambar garis pangkal Indarg@mgapura pada
saat ini. Garis warna hijau lurus merupakan gaasggal Singapura sebelum
reklamasi pantai, sedangkan garis warna hijau guitiss merupakan garis
pangkal Singapura setelah reklamasi pantai. Daribga tersebut, dapat dilihat
bahwa reklamasi telah menggeser titik-titik pangRalgapura ke arah selatan.
Penggunaan titik pangkal baru oleh Singapura tetsekan menggeser laut
teritorialnya ke arah selatan. Hal ini juga berdsiitas maritim Indonesia-
Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukuwenmnasional, pergeseran
batas maritim tersebut hanya dapat terjadi padsaabagang belum disepakati
batasnya oleh kedua negara, yaitu bagian timurbdaat. Pergeseran tersebut
ditunjukkan oleh garis warna coklat pada gambar. Daerah yang telah
ditentukan batasnya oleh kedua negara tidak dagabah atau bergeser karena

perjanjian batas negara bersifat final.



Gambar 4.1 Garis Pangkal Indonesia-Singapura
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4.3 Dampak Reklamasi Pantai Singapura Bagi Indonesi

Penambahan maupun pengurangan wilayah akan saega¢nbaruh
terhadap kedaulatan teritorial suatu negara. Kedtkul suatu negara atas
wilayahnya meliputi wilayah darat, laut dan udakblayah daratan adalah bagian
dari daratan yang merupakan tempat pemukiman dargav negara atau
penduduk suatu negara. Di wilayah daratan terspémterintahan suatu negara
melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatanripgghannya. Wilayah
daratan meliputi permukaan tanah daratan dan argehtdi bawah daratan sampai
pada kedalaman yang tidak terbatas. Negara merkédikaulatan yang permanen
atas sumber-sumber daya alam yang terkandung aindallayah daratannya itu.
Antar wilayah daratan negara yang satu dengan gamgya haruslah tegas batas-
batasnya. Batas negara tersebut pada umumnygpéidetaerdasarkan perjanjian-
perjanjian garis batas wilayah yang dibuat kedumaree

Kedaulatan negara atas wilayah perairannya diaiand UNCLOS 1982.
UNCLOS 1982 mengakui hak negara-negara untuk mkdakuklaim atas
berbagai macam zona maritim dengan status hukurg barbeda-beda, yang
dibagi sebagai beriktft :

1. laut pedalaman, laut kepulauan, laut teritorialh dalat yang digunakan
untuk pelayaran internasional bereda di bawah Ketiaupenuh negara
pantai

2. negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbataa pawa tambahan

3. negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mematiki@n sumber daya
alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landaiken

4. daerah dasar laut samudra dalam tau area beradawdih pengaturan
internasional khusus

5. laut lepas tidak berda dalam kedaulatan maupunsdiksi Negara
manapun
Jadi, kedaulatan penuh suatu negara atas wilayalrgeya hanya dapat

dijalankan di wilayah perairan pedalaman atau pemakepulauan dan laut

teritorialnya. Laut pedalaman adalah perairan yemiptak pada sisi darat dari

101 Chairul Anwar,Op-Cit, hal.148
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garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lauttddal suatu negara.

Perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup atau terletak di sebelah
dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan.aBSgkian laut teritorial adalah
bagian laut atau jalur laut yang terletak pada ls&i dari garis pangkal dan di
sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas%tiar

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negaaladuang udara

yang terletak di atas permukaan wilayah daratandiatas permukaan wilayah
perairan teritorialnya. Batas wilayah udara suagama terletak di batas terluar
dari laut teritorialnya. Batas luar dari ruang @wdgang merupakan bagian dari
wilayah negara, sampai saat ini belum ada kesegaka&ri masyarakat

internasional.

4.3.1 Berkurangnya Wilayah Perairan Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka telah berlaku UU No.tdd@n 1939 tentang
Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonant&au Ordonasi tentang laut
teritorial dan lingkaran maritim. Dalam UU ini dimsgkan bahwa lebar laut
territorial Indonesia pada waktu itu adalah 3 raitl Garis pangkal yang dianut
untuk menetukan lebar laut teritorial 3 mil terseddalah garis pangkal normal.
Dalam laut teritorial selebar 3 mil tersebut diakdianya hak lintas damai bagi
kapal-kapal niaga asing.

Penetapan lebar laut teritorial 3 mil berdasargada sistem penarikan
garis pangkal normal ini mengakibatkan setiap pwat kepulauan Indonesia
memiliki garis pangkal dan laut teritorial masingsmg. Hal ini juga
mengakibatkan di tengah wilayah perairan Indonésidapat jalur laut lepas.
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agu€ds, UU tersebut masih
tetap berlaku berdasarkan pasal Il Aturan Peralifrashang-undang Dasar 1945.

Bukti sejarah menyatakan bahwa sejak jaman dulwdaarindonesia
memandang bahwa laut yang terletak di antara déendah-tengah pulau-pulau
Indonesia bukan sebagai pemisah melainkan sebagkin jair yang

menghubungkan dan mempersatukan antara pulau-plalawsuku-suku bangsa

192 poltak Partogi NainggolarQp-it, hal.23
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Indonesia. Ditinjau dari sudut sejarah, ekononailitiz serta pertahanan dan
keamanan nasional, UU No. 442 tahun 1939 terseblak tsesuai dengan
kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh katangemerintah Indonesia
pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan PenganmiBemerintah tentang
Perairan Indonesia yang lebih dikenal dengan nasidatasi Djuanda. Deklarasi
Djuanda tersebut menyatak&h

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, daangy
menghubungkan pulau-pulau atau bagian bagian pulkw yang
termasuk daratan negara Republik Indonesia dengdak t
memandang luas atau lebarnya adalah bagian—bagremn wajar
daripada wilayah daratan Republik Indonesia damgaememikian
merupakan bagian daripada Perairan Nasional yamgd&edi
bawah kedaulatan mutlak dari negara republik Indi@neLalu
lintas yang perairannya damai diperaira pedalamabagi kapal
asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentamEngan
kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Ranebatas
laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur damrgs-garis yang
menghubungkan titik-titik yang terluar pada puladao negara
republik Indonesia akan ditentekan dengan Undamiguog’.
Pertimbangan—pertimbangan  yang mendorong  pemerintdhdonesia
mengeluarkan deklarasi mengenai wilayah perairdariesia adaldff* :

a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu adggpulauan yang
terdiri dari beribu-ribu pulau menpunyai sifat deorak tersendiri yang
memerlukan pengaturan tersendiri.

b. Bahwa bagian kesatuan wilayah Negara Republik lesian semua
kepulauan serta laut yang terletak di antaranyashdianggap sebagai satu
kesatuan yang bulat.

c. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yanwgardii dari
pemerintahan kolonial sebagaimana termaktub daferritoriale Zee en
Maritime Kringen Ordonante 1939Pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi
dengan kepentingan keselamatan dan keamana NegapublR

Indonesia.

193 prs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.SQp-Cit, hal. 9
19%1bid, hal.10
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d. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan \bajikan untuk
mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perltukunmmelindungi
keutuhan dan keselamatan negaranya.

Dengan pelebaran laut teritorial serta dengan geem@gn sistem
penarikan garis pangkal tersebut, laut teritonaloinsia tidak lagi mengelilingi
setiap pulau melainkan mengelilingi seluruh kepafa Indonesia. Deklarasi
tersebut juga mengakibatkan timbulnya bagian pemaatau laut yang terletak di
sebelah dalam dari garis pangkal lurus yang dispérgiran pedalaman. Bagian
perairan tersebut sebelumnya bersatatus sebag#eatorial dan laut lepas.

Deklarasi Djaunda diratifikasi melalui UU No. 4tan1960. Pada tahun
1985, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dan medgugkannya di dalam
Undang-undang No. 17 tahun 1985. UNCLOS 1982 tets&édlah mengakui
peraturan hukum untuk negara kepulauan, yaitu dgtasal 46-54. Dengan
adanya konvensi tersebut, Indonesia mengadakanepesian atau pembaruan
atas peraturan perundang-undangan laut nasionalRgaerintah Indonesia
kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahurb t6ftang Perairan
Indonesia sebagai tindak lanjut dari pengesahan WINEC 1982 tersebut. UU
tersebut mencakup pengaturan sebagai berikut :| Batentuan Umum, Bab Il
Wilayah Perairan Indonesia, Bab Il Hak Lintas bEgpal-kapal Asing, Bab IV
Hak Akses dan Komunikasi, Bab V Penegakan Kedauldéen Hukum Perairan
Indonesia, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII kétian Penutup’

Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa perairan ésitoradalah laut
teritorial beserta perairan kepualaun dan perapadalamanny®® Undang-
undang ini juga memuat tentang ketentuan bahwa yeg menggambarkan
wilayah Perairan Indonesia atau daftar koordinagyggfis titik-titik garis pangkal
kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Petaieridemudian pada tanggal
26 Juni 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkartiraraPemerintah Republik
Indonesia No. 38 tahun 2002 tentang Daftar KootdBwografis Titik-titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia.

1% prs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.SQp-Cit, hal. 14
196 | pid
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Zona ekonomi eksklusif Indonesia secara umum didéiam Undang-
undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE diatur dalamabgdindang No. 17 tahun
1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia tapah@n lebar laut
teritorialnya sejauh 200 mil laut dari garis parigka, kecuali pada perairan yang
berhadapa dengan negara lain dan lebarnya kurang@amil laut. Sedangkan
landas kontinen Indonesia secara umum ditetapkimdandang-undang No. 1
tahun 1973, dan batasnya diatur dalam UU No. 1intd®85 tentang pengesahan
UNCLOS 1982. Menurut UU tersebut, lebar landas ikent Indonesia akan
ditarik sama lebar dengan ZEE Indonesia atau samp&simum 350 mil laut
dari garis pangkal, kecuali pada wilayah yang tetlitetapkan batas landas
kontinennya sebelum berlakunya UNCLOS 1982 ataua ppdrairan yang
berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kusangGD mil laut.

Reklamasi pantai Singapura telah berhasil memgemilayah daratannya
menjadi 766 krh pada tahun 2002. Pertambahan ini secara otomkts a
menggeser jalur laut dan batas maritim Indonesigefiura ke arah selatan.
Berdasarkan hukum internasional, pergeseran bata#timn ke arah selatan
tersebut akan mengurangi wilayah perairan Indonésikawasan ini. Luas
wilayah perairan Indonesia adalah 3.205.908 #emgan laut teritorial seluas 0.3
juta knf. Pengurangan wilayah perairan pada daerah pesathsionesia-
Singapura akan mengurangi luas wilayah perairan ldanteritorial Indonesia

tersebut.

4.3.2 Berkurangnya Kedaulatan Teritorial Indonesia

Dalam hal hak-hak kedaulatan kewilayahan, sebenaimyonesia sudah
mempunyai Undang-undang batas perairan kepulauanair@n kepulauan
tersebut dikelilingi oleh garis-garis lurus yangrmgkubungkan titik-titik pangkal
dari pulau-pulau terluar di seluruh wilayah nusemtgang diimplementasikan
dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nalfun 1996 tentang
Perairan Indonesia sebagai pengganti UURI No.4ntal860. Sedangkan titik-

titik koordinat garis pangkal pulau-pulau terluaitethpkan dalam Peraturan
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Pemerintah No0.38 tahun 2002 tentang Daftar Koosiliftzeografis Titik-titik
Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawagang berbatasan
dengan Singapura, akan menyebabkan Indonesia titbggat menjalankan
kedaulatan teritorial di kawasan kawasan ini. Atalga, pertama Indonesia tidak
lagi mempunyai hak pemanfaatan sumber daya alang yaa di kawasan
tersebut. Kedug peluang mendapatkan kembali hak pengendalianaudar
kawasan tersebut yang selama ini dikuasai Singapkaa semakin berkurang.
Selama ini pesawat-pesawat Indonesia yang terbakgvehsan tersebut harus
meminta ijin ke Singapura.

Ketiga berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasesebut akan
menyulitkan Indonesia untuk menjalankan kedaulatandalam menghadapai
ancaman-ancaman yang datang dari luar. Kawasalrgrengang memisahkan
Indonesia-Singapura merupakan kawasan yang rarehingga memudahkan
masuknya ancaman-ancaman dari luar yang menganc&®amanan dan
keutuhan wilayah Indonesia. Berkurangnya kedauld&itorial Indonesia di
kawasan tersebut akan mempersulit kegiatan pattali pengamanan yang

dilakukan Indonesia untuk mencegah keamanan daohau wilayahnya.

4.2 Dampak Reklamasi Pantai Bagi Singapura
4.2.1 Reklamasi Pantai Memperluas Wilayah Singapura

Sejak tahun 1962, Singapura mereklamasi pantaiay@nk luas wilayah
daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi pdvkegan penduduk serta
karena pertimbangan ekonomi dan bisnis. Proyelaneisi tersebut direncanakan
akan berakhir pada tahun 2010. Untuk mereklamasitapgya, Singapura
mengimpor pasi laut dari negara-negara lain, teratadari Indonesia.
Diperkirakan pasir laut yang dibutuhkan untuk matsnakan reklamasi tersebut
mencapai 1,6 milyar fn Pada kenyataannya, pasir laut yang diperlukaokunt
proyek reklamasi pantai Singapura jauh melebihigmtersebut.

Proyek reklamasi pantai dilakukan di hampir seluwiiayah pantai

Singapura. Reklamasi tersebut juga dilakukan demgamggabungkan beberapa
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pulau kecil menjadi satu. Proyek reklamasi pangaigydilakukan Sigapura telah
berhasil memperluas wilayah daratannya. Bila padktwmerdeka tahun 1965
luas wilayah daratan Singapura hanya 581° ktahun 1990 luasnya telah
bertambah menjadi 633 KmPada tahun 2000, luas wilayah daratan Singapura
telah bertambah lagi menjadi 766 knPertambahan laus wilayah daratan yang
cukup besar tersebut dikarenakan mulai pada tal®@® kegiatan reklamasi
pantai yang dilakukan Singapura semakin meningkat.

Reklamasi pantai Singapura tidak hanya mengakibgtkatambahan luas
wilayah daratannya, namun juga mengakibatkan bergga jaur laut Singapura
ke arah selatan. Selain itu, relamasi pantai Simgajuga telah menghilangkan
titik-titik pangkal yang digunakan Singapura dalamengukur lebar wilayah
lautnya. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan bahwa titdngkal suatu negara
ditentukan dari pulau alaminya dan pulau buataaktidapat digunakan untuk
menentukan titik pangkal. Namun UNCLOS 1982 tidagngmtur dengan jelas
tentang ketentuan penentuan titik pangkal dari p@ami yang direklamasi.
Tidak jelasnya ketentuan UNCLOS 1982 dan hilanditjapangkal lama dapat
dimanfaatkan Singapura untuk menetukan titik pahtlkau dari daratan hasil
reklamasi pantai. Singapura sejak tahun 1957 teteimgeluarkan ketentuan
pengukuran lebar laut teritorialnya yang diukuiasgj 3 mil dai garis pangkalnya.
Penggunaan titik pangkal baru dalam pengukuranr lkha teritorial tersebut
akan mengakibatkan wilayah perairan Singapura bkageser ke arah selatan.

Pergeseran tersebut juga berarti wilayah peraimg ydulunya adalah
milik Indonesia sekarang dikuasai oleh Singapurantiut hukum internasional,
pergeseran wilayah perairan ke arah selatan tardeinya dapat terjadi pada
bagian timur dan barat karena kedua bagian inilbaditentukan batasnya oleh
Indonesia dan Singapura. Sedangkan bagian tenganaske jure tidak akan
mengalami pergeseran karena batasnya telah ditetaké&dua negara melalui

perjanjian bilateral.
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4.2.2 Bertambahnya Kedaulatan Teritorial Singapura

Pertambahan luas wilayah perairan Singapura jugartbéertambahnya
kedaulatan teritorial Singapura di kawasan tersdhl#tk hanya terhadap wilayah
perairan namun juga terhadap dasar laut dan taietwahnya serta wilayah
udara yang ada di atasnya. Dengan bertambahnyal&é&ateritorial Singapura
atas kawasan tersebut Singapura dapat dengandeheraanfaatkan sumber daya
alam yang ada disana untuk kepentingannya.

Salah satu kekayaan laut yang dapat dimanfaatkaga@ura dari
kawasan ini adalah perikanan. Dengan bertambahegaukatan territorial pada
kawasan ini, Singapura dapat dengan leluasa mepgjéksi perikanan yang ada
di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhannya. Singaptang salah satu
industrinya adalah memproduksi makanan kaleng akemdapat tambahan
keuntungan dengan ekspolitasi perikakan tersebut.

Selama ini hak pengendalian udara di kawasan esdatindonesia-
Singapura dikuasai oleh Singapura. Pergeseran ivatasm Indonesia-Singapura
ke arah selatan yang juga berartibertambahnya ladauteritorial Singapura di
kawasan akan menyulitkan usaha Indonesia untuk mexel kembali hak
pengendalian udaranya. Bertambahnya kedaulataitotiedr Singapura atas
kawasan tersebut akan membuatnya semakin leluakan dmengatur hak
pengendalian udara yang selama ini dikuasainya.

Posisi strategis Singapura selain mendatangkan tkegen juga
mengakibatkan semakin besarnya ancaman yang ddéantpyar. Bertambahnya
kedaulatan teritorial Singapura di daerah perbatdedonesia-Singapura akan
menguntungkan Singapura dalam melaksanakan padsoli pengamanan di
kawasan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki Singapluteawasan tersebut dapat
digunakan untuk menindak ancaman-ancaman dariyJlaag membahayakan
dirinya, sehingga stabilitas keamanan Singapuedistdrjaga.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui dampakareisi pantai Singapura
dalam penentuan batas maritim Indonesia-Singapaitu ynmenggeser batas
maritim tersebut ke arah selatan. Reklamasi pardag dilakukan Singapura

sangat menguntungkan pihaknya karena wilayah nmek@daulatan teritorialnya
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bertambah. Namun sebaliknya, bagi Indonesia, reddampantai tersebut akan

mengurangi wilayah perairan dan kedaulatan teaitoya di kawasan tersebut.
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V. KESIMPULAN

Reklamasi pantai Singapura dilakukan sejak tah@2 Han direncanakan
akan berakhir pada tahun 2010 mendatang. Singapargharapkan reklamasi
pantai yang dilakukannya dapat menambah luas wilagaratannya hingga
kurang lebih 160 km2. Oleh karena itu, reklamagitpadilakukan di hamper
seluruh wilayah pantai Singapura. Bahan yang digamaintuk reklamsi pantai
adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negana. lindonesia merupakan
pemasok pasir laut yang utama sejak tahun 197@. IRastersebut diperoleh dari
Propinsi Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Reklgingmntai Singapura telah
berhasil menambah luas daratnnya, yang semulawwakia merdeka hanya 581
km? menjadi 766 krhpada tahun 2002.

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura terseéutampak pada :

1. Penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Relsiampantai
Singapura dapat menggeser batas maritim Indonésig3ira ke arah
selatan, khususnya batas bagian timur dan banajef&an tersebut dapat
terjadi karena belum selesainya penentuan batagirmaersebut dan
dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkafu dalam
pengukuran batas maritimnya. Sedangkan batas b&gigah tidak akan
mengalami pergeseran karena perjanjian tentang bagara bersifat final
dan tidak dapat dirubah.

2. Bagi Indonesia, reklamasi pantai Singapura yang yetmabkan
bergesernya batas maritim kedua negara ke aratarseékan sangat
merugikan Indonesia.Pertama reklamasi pantai Singapura akan
mengakibatkan berkurangnya wilayah perairan Indanpada kawasan
ini. Kedua Indonesia tidak dapat lagi menjalankan kedaultggtorialnya
di daerah yang semula miliknya tersebut.

3. Bagi Singapura, reklamasi pantai dapat memperludasyatnya, baik

wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udaaagy berada di atas
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wilayah darat dan perairan tersebut. Reklamasigpaetsebut juga akan
memperluas kedaulatan teritorial yang dijalankamg&pura atas wilayah

tersebut.



93

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, S.H., 1991Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional
Jakarta : Rajawali Pers

Anwar, Chairul, 1989.Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut
Internasional Jakrata : Djambatan

Hadi, Sutrisno, 1994Metodologi Research Jilid ¥ogyakarta : Penerbit Andi

Kusumaatmaja, Mochtar dan Agoes, Etty R., 200%ngantar Hukum
Internasional Edisi ll.Jakarta : PT Alumni. Jakarta

Mas’oed, Mohtar, 1990Imu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodglo
Jakarta: LP3ES

Nainggolan, Poltak Partogi, 2008atas Wilayah dan Situasi Perbatasan
Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritoridakarta : Tiga Putra
Utama

Plano, Jack C, Riggs, Robert E., dan Robin, He®nal985.Kamus Analisa
Politik. Jakarta : CV. Rajawali

Rudy, Drs. T. May, S.H., MIR., M.Sc., 2008ukum Internasional .2bandung :
PT Refika Aditama

Soehoed, A.R., 200&Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai MutiBtait
: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Rr&gmtai Mutiara di
Pluit. Jakarta : Djambatan

Starke, J.G diterjemahkan oleh Bambang Iriana Bjmjadja, S.H., 2001.
Pengantar Hukum Internasional | Edisi Kesepuld@karta : Sinar Grafika

Surakhmad, Winarno, 199Rengantar Penelitian limiah : Dasar-dasar Metoda
Teknik Bandung : Tarsito

The Liang Gie, 1984Imu Politik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press



94

Tim Penyusun Kamus -Pusat Pembinaan dan Pengembagaasa, 1991.
Kamus Besar bahas Indonesiakarta : Balai Pustaka

Waluyo, Bambang, S.H., 199Benelitian Hukum dalam PrakteBakarta : Sinar
Grafika

Laporan dan makalah :

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003

Laksamana TNI Bernard Kent Sondakteran TNI AL dalam Pengamanan dan
Pemberdayaan Pulau Terluar Rimakalah disampaiakan dalam diskusi
iimiah “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah PengisisKonsep Negara
Kepulauan” di Fakultas Hukum Universitas IndoneSi&ebruari 2003

Situs Internet :

Huala Adolf,Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan bakaklua?
http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasiaf8B18.htm
diakses pada tanggal 18 Maret 2005

KALIPTRA SumatraNeraka Bagi Kehidupan Nelayan Tradisional
http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/tagraka-nelayan-kk-
080802 diakses tanggal 18 Maret 2005

N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K WikantikBgconstruction of Maritime
Boundary between Indonesia and Singapore,
http://www.fig.net/publ/jakarta/papers/ts_09/ts_0hanifa_etal.pdfdiakses
tanggal 18 maret 2005

Sudharto P HadReklamasi Marina : Mengapa Diributkan,
http://www.suaramerdeka.com/harian/049104/kot.®3.kiiakses pada
tanggal 20 Mei 2005




95

SoedradjadSingapura Baru dan Indonesia Baru,
http://kolom.pacific.net.id/ind/soedradjad/artikelsoedradjad _djiwandono/si
ngapura_baru_dan_indonesia_baru.htitdkses tanggal 20 Mei 2005

Batas Wilayah Maritim Rl Belum Rampung,
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasi@08B18 diakses
tanggal 20 Mei 2005

Konsekuensi Penambangan Pasir Laut dan Keberlanjiahari
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/05/bahadi7®2.htm diakses
tanggal 20 Mei 2005

Menlu: Batas Laut Indonesia-Singapura Tuntas 2005,
http://www.tnial.mil.id/beritd.php3?id=662liakses tanggal 20 Mei 2005

RI-Singapura Bernegosiasi Soal Perjanjian Ekstradis
http://www.indonesia.nl/arrtikel.php?rank=23&artt dd=46&status=archive
, diakses tanggal 20 Mei 2005

RI-Singapura Bahas Perbatasan,
http://www.kompas.com/kompas%?2cetak/0503/01/In/B8@2htm diakses
tanggal 20 Mei 2005

Reclamationhttp://www.thefreedictionary,com/reclamatjatiakses pada tanggal
18 Maret 2005

Singapura http://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurdiakses tanggal 20 agustus
2005

Singapore http:/www.cia.gov/cia/publications/factbook/geomsfgm|, diakses
tanggal 15 November 2005

Swasta Dilibatkan Kelola Pulau Nipah
http://www.kompas.com/kompas-cetak0502/0@iekni/1537341.htm
diakses tanggal 16 Mei 2005

http://www.ura.gov.sg/student/planning_areas.htm

http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts 09/ts 0hanifa etal.pdf




96

Lampiran 1

PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT
WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA

MENGINGAT:

Bahwa pantai dari kedua negara saling berhadap@elai Singapura,

BERHASRAT:

Untuk memperkuat ikatan persahabatan antara keztyeray,

DAN BERHASRAT:

Untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayaluéedegara di Selat Singapura,
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia danuRép Singapura di
Selat Singapura adalah suatu garis yang terdirigdars-garis lurus yang
ditarik antara titik-tittk yang koordinat-koordimgta adalah sebagai

berikut:
Titik-titik Lintang Utara Bujur Timur
1 1°10'46 .0 103°40'14” .6
2 1°07°49 .3 103°44'26” .5
3 1°10'17 .2 103°48'18” .0
4 1°11°45 5 103°51'35” .4
5 101226 .1 103°52’50” .7
6 1°16'10 .2 104°02°00” .0

2. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkadalam ayat 1 adalah
koordinat-koordinat geografis dan garis batas yamnghubungkannya
diperlihatkan di atas peta yang dilampirkan padgapgan ini sebagai
“Lampiran A”.

3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut atas di laut akan
ditetapkan dengan sesuatu cara yang akan diséeisama oleh pejabat-
pejabat yang berwenang dari kedua negara.
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4. Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenangfndayat 3 untuk
Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasv&udan Pemetaan
Nasional (Chief of The Coordination Boey for Na@bnSurvey and
Mapping) dan untuk Republik Singapura adalah settmpng yang
dikuasakan oleh Pemerintah Republik Singapura

Pasal 2
Setiap perselisihan antara kedua negara yang tindwl penafsiran atau
pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan sedamaai melalui musyawarah

atau perundingan.

Pasal 3
Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuanrtess konstitusional dari

kedua negara

Pasal 4

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggalysentan Piagam Pengesahannya.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggalpdduh lima Mei tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahadanesia dan Inggris.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara kedua nasiatg naskah Inggrislah yang

berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA, UNTUK REPUBLIK SINGAPURA,
Ttd. Ttd.

Adam Malik S. Rajaratnam

Sumber : http://www.siki.dkp.go.id/PANGKALANDATA/A-
Butr%203/Perjanjian%20atau%20Persetujuan/Perjejiindonesia-
Singapura%20Tahun%201973.htm




